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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang undang Dasar 1945 dinyatakan secara eksplisit
bahwa Tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam
konteks ini, maka pelaksanaan program-program pembangunan harus diarahkan
untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Karena pada akhirnya ukuran
keberhasilannya akan ditentukan oleh keberhasilan dalam pecapaian Tujuan
Pembangunan Nasional tersebut. Siapapun Pimpinan Pemerintahan Nasional yang
dipercayakan oleh rakyat dalam menakhodai Bangsa Indonesia harus mampu
mengoperasionalkan tujuan pembangunan Nasional dari tataran Konsep menjadi
realita. Karena itulah sejak Indonesia merdeka, Pemerintah lintas generasi dan lintas
Era berupaya untuk mendesain program dan strategi pembangunan untuk
mewujudkan amanat dari konstitusi tersebut.

Dalam tataran perencanaan, Tujuan pembangunan Nasional dijabarkan
dalam dokumen perencanaan Pembangunan baik Jangka Panjang, Jangka
Menengah maupun Jangka Pendek. Dalam dokumen perencanaan jangka Panjang
saat ini yaitu Rencana Pembangunan-Jangka Panjang-Nasional (RPJMN) 2005-
2025, dari 8 (delapan)-misi p&iibangunan yang ékah’ diaktualisasikan, salah satunya
yaitu mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan Nasional melalui pembangunan Ekonomi perikanan
dan kelautan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penetapan misi ini juga dilandasai oleh suatu pertimbangan bahwa Indonesia
merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah perairan
seluas 6.400.000 km2 juta kilometer terdiri dari luas landas kontinen 2.800.000 km2
dan Wilayah ZEE seluas 3.000.000 Km2. Kondisi Indonesia sebagai wilayah
kepulauan ini memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar dengan 17.504

pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 Kilometer.



Demikian halnya secara geografis letak Indonesia yang berada diantara dua
benua dan dua Samudramenempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis
sebagai jalur perdagangan ekonomi dunia yang sangat menguntungkan
perkembangan ekonomi Indonesia jika dimanfaatkan secara optimal bagi
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Laut adalah masa kini dan masa depan Indonesia yang membentang dari
Barat ke Timur memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perikanan dunia dan
bahkan bagi Indonesia sendiri. Menurut UNDP (United Nation Development
Program) perairan Indonesia menjadi habitat bagi 76 % terumbu karang dan 37 %
ikan dunia. Karena itu, potensi perikanan dan kelautan Indonesia adalah andalan
bangsa Indonesia yang menopang perekonomian Nasional dan ekonomi

masyarakat. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14

% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya darilautl. Mereka
tersebar di 10.666 Desa pesisir yang berada di 300 Kabupaten Kota dari total
sebanyak 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. UNDP juga mencatat bahwa 54 %
kebutuhan protein Nasional dipenuhi deari ikan dan produk laut lainnya, dimana
Indonesia tercatat menyumbang 10 % kebutuhan perikanan global.

Melihat potensi dan kondisi kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat
besar tersebut, maka semestinya rakyat Indonesia khususnya para nelayan dapat
menikmati kehidupan yang sejahtera dari pengelolaan hasil laut Indonesia. Namun
dalam kenyataannya, potret kehidupan._para Nelayan Indonesia sangat
memprihatinkan, dimana rata | rata Nelfayan | [ndonesia - hidup di bawah garis
kemiskinan. Kantong kantong'kemiskinan masih ba'nyak mewarnai kehidupan para
nelayan di pesisir pantai. Hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk
memenuhi kebutuhan hidup, apalagi untuk pengembangan usaha perikanan.
Minimnya modal usaha nelayan membuat mereka berada di bawah tekanan para
pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan
yang tidak transparan, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, serta cara
menangkap ikan yang sebagian besar masih tradisional merupakan lingkaran
kehidupan yang meliputi para Nelayan Indonesia. Jika para nelayan Negara lain
dengan teknologi yang dimiliki mampu menghasilkan produksi ikan yang cukup
besar, tetapi justru nelayan Indonesia dengan peralatan apa adanya membuat

mereka kalah bersaing dalam mengembangkan industri perikanan.

1 Jeany Hartriani, 2017, Potensi Besar Laut Indonesia, https://katadata.co.id, diakses pada tanggal 4
Juni 2022 pukul 18.30 WIB



https://katadata.co.id/

Bahkan ada sinisme yang sering dilontarkan di dunia perikanan Indonesia bahwa
para Nelayan Negara tetangga melaut untuk menangkap ikan, tetapi nelayan
Indonesia ke laut untuk mencari lkan. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak
Nelayan Indonesia mulai meninggalkan sektor perikanan dan kelautan sebagai
tumpuan ekonomi mereka dan beralih profesi sebagai tukang ojek, buruh, bertani
dan profesi lainnya yang lebih menjanjikan. Berdasarkan data dari Kementerian
Kelautan dan Perikanannelayan Indonesia mengalami penurunan dari 2,67 Juta
nelayan pada tahun 2017 menjadi 2,64 juta nelayan pada tahun 2018 dan menurun
lagi menjadi 2,39 juta nelayan pada tahun 2019. Penurunan ini sangat bertolak
belakang dengan kondisi Indonesia sebagai Negara Maritim terbesar di dunia dengan
kekayaan perikanan dankelautan yang sangat besar.

Dalam konteks ini diperlukan strategi dan konsep pembangunan perikanan
yang benar-benar dapat membangkitkan kembali kejayaan Indonesia di sektor
perikanan dan Kelautan secara sustainable. Karena itulah Pemerintah melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2012 mengembangkan konsep
Blue Economy (Ekonomi Biru) dalam Tata Kelola Perikanan dan Kelautan. Blue
Economy merupakan konsep pendekatan pembangunan yang mengarah pada
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan mayarakat dan ramah lingkungan. Blue
Economy menekankan pada empat Prnsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya yaitu Zero Waste, Kesejahteraan Sosial/masyarakat, Inovatif adaptif dan
keuntungan ekonomi ganda. Jika melihat Potensi perikanan Indonesia khususnya
perikanan tangkap sesuai data KKP tahun 2010 sebelum ekonomi Biru diterapkan
sebesar 12,01 JutaTon. Dari Potens Hestary tersebut tercatat produksi perikanan
tangkap tahun 2010 dithdodesia sesuai data-BRS\sepesar|5.039.446 Ton dan total
eksport tahun 2009 sebesar sebesar US$ 2,25 Miliar serta kontribusi sektor Kelautan
dan perikanan terhadap PDB tahun 2009 sebesar 3,12 % dengan Nilai Tukar
Nelayan tahun 2010 sebesar 105,55. Setelah kurang lebih 10 tahun kebijakan
Ekonomi Biru diterapkan dalam implementasi tata kelola perikanan di Indonesia,
sampai saat ini belum sepenuhnyamampu meningkatkan kehidupan para nelayan di
Indonesia Berbagai permasalahan masih sering dijumpai dalam implementasi
ekonomi biru dalam tata kelola perikanan di Indonesia, antara lain maraknya
pencurian ikan oleh nelayan asing yang cenderung over Fishing, penggunaan bahan
peledak dalam penangkapan ikan, kurangnya pengawasan, tidak konsisten dan
kontinuenya penerapan aturan serta masih terjadinya illegal fishing dan.
permasalahan lainnya yang menghambat optimalisasi ekonomi biru dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Dari data yang ada baik BPS maupun KKP, ternyata di masa ilmplementasi
Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan di Indonesia tercatat Produksi perikanan
tangkap tahun2021 telah mencapai 6.493.258 Ton dengan total nilai eksport sebesar
US$ 5,2 Miliar serta kontribusi terhadap PDB telah mencapai Rp. 188 Triliun atau
2,83 % dan NilaiTukar Nelayan sebesar 102,61 pada tahun 2021. Data tersebut
mengindikasikan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum
ekonomi biru diimplementasikan, tapi masih belum optimal jika melihat potensi
perikanan Indonesia, sehingga perlu langkah kebijakan yang strategis kedepan
dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan di
Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep yang akan dibahas dalam Tulisan
ini yaitu Optimalisasi Implementasi Ekonomi Biru dalam tata kelola Perikanan

guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas, maka disusunlah rumusan masalah yaitu Bagaimana

Mengoptimalkan Implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan

guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka beberapa pertanyaan kajian
yang akan menjadi fokus dalam pembahasan Taskap ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Implementasi ekonomi Biru dalam Tata kelola perikanan di
Indonesia ?

b. Bagaimana.Kenaikai, Progduksi Perikana# , dan-. milal itambah ekonomi yang
diperoleh para nelayan dalam Implementasi Ekonoemi Biru pada tata kelola
perikanan ?

c. Bagaimana Kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi
Ekonomi Biru dalam tata kelola perikanan ?

3. Maksud dan Tujuan
Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV
Lemhannas Republik Indonesia Tahun 2022, dengan tujuan untuk :
a. Mendeskripsikan implementasi Ekonomi Biru dalam tata kelola Perikanan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperoleh gambaran terkait

kinerja pelaksanaannya serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam
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pengelolaannya, terutama untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang

benar- benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat/nelayan itu sendiri.

b. Memberikan rekomedasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini

Pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang dapat diambil dalam rangka

mengoptimalkan implementasi Ekonomi Biru untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam hal ini, tentu berdasarkan pengalaman pelaksanaan Ekonomi

Biru selama kurang lebih 10 tahun, akan diketahui berbagai aspek yang masih

perlu dioptimalkan melalui kerangka kebijakan Pemerintah.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang lingkup penulisan Taskap ini hanya dibatasi pada masalah tata kelola

Perikanan dalam konteks implementasi Ekonomi Biru, sehingga fokus

kajiannya hanya berkaitan dengan Tata Kelola Perikanan baik Perikanan

Tangkap maupun Perikanan Budidaya yang dikaitkan dengan Implementasi

Ekonomi Biru untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat/Nelayan.

b. Sistematika.

Sistematika penulisan Taskap initerdiri dari empat bab yaitu :

Bab |

Bab Il

Bab IlI

Pendahuluan yang bBerisi Latar belakang penulisan yaitu
mendeskripsikan hal-hal” yang mendasari penulis merumuskan
masalah, dan pokok kajian, maksud dan tujuan penulisan, ruang
lingkup dan sistematika pembahasan, metode dan pembahasan,

serta pengeltian-pengertian pekok yangderkait dengan Taskap ini.

Kerangka Teori yang berisi konsep konsep yang terkait dengan
penulisan Taskap ini, yaitu Ekonomi Biru, Tata Kelola Perikanan dan
Kesejahteraan masyarakat yang didasari pada konsep-konsepyang
dikembangkan oleh para ahli maupun yang berdasarkanregulasi.
Konsep dan regulasi ini nantinya akan menjadi pisau analisis dalam

melakukan kajian terhadap pokok permasalahan.

Pembahasan, yaitu analisis terhadap pokok Permasalahan dalam
penulisan taskap ini yang berisi gambaran umum permasalahan,
Pembahasan tentang Implementasi ekonomi Biru dalam Tata kelola
perikanan di Indonesia; Implementasi Ekonomi Biru yang terkait

dengan peningkatan produksi perikanan dan yangmemberikan Nilai
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tambah ekonomi bagi para nelayan, serta pembahasan terhadap
kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan
implementasi Ekonomi Biru dalam tata kelola perikanan kedepan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menghasilkan

rekomendasi kebijakan.

Bab IV Penutup, yaitu berisi kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap
pokok permasalahan dan rekomendasi kebijakan yang dapat
dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan Implementasi Ekonomi

Biru.

5. Metode dan Pendekatan

Pembahasan dalam Taskep ini dilakukan melalui Teknik Kajian dengan
menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan Komprehensif integral,
yaitu dengan mempelajari data dan fakta berdasarkan referensi atau sumber yang
berkaitan dengan implementasi Ekonomi Biru dan kemudian dikaitkan dengan teori-
teori dan aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan Ekonomi Biru, sehingga
diperoleh solusi yang terbaik untuk mengoptimalkan implementasi ekonomi biru

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Pengertian

a. Optimalisasi
Yatu suatu proses, cara/perbuatanuntuk menjadikan sesuatu lebih baik serta
paling tinggi2.' Dalafmi konteks penutisah’faskap | ini,maka Optimalisasi
dimaksudkan untuk bagaimana menjadikan implementasi Ekonomi Biru dapat
menjadi lebih baik, lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat/nelayan.

b. Implementasi
Adalah pelaksanaan atau penerapan3, yaitu pelaksanaan atau penerapan
Konsep Ekonomi Biru dalam tata kelola Perikanan di Indonesia.

2 Departemen Pendidikan Nasional, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta 1996-705

SKamus Besar Bahasa Indonesia, https://kkbi.web.id, diakses tanggal 6 Juni 2022 pukul 13,00 WIB



https://kkbi.web.id/

c. Tata Kelola
Atau Governance yaitu penggunaan Institusi-institusi, struktur-struktur otoritas
dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan
mengkoordinasi atau mengendalikan aktifitas di masyarakat atau ekonomi.*

d. Ekonomi Biru
Menurut Pauli inti dari ekonomi biru adalah sustainable development yang
merupakan koreksi sekaligus perkayaan dari ekonomi hijau dengan
semboyan “Blue Sky — Blue Ocean “ dimana ekonomi tumbuh, rakyat
sejahtera, namun langit dan laut tetap Biru. Suatu proses dimana semua
bahan baku berikut proses produksinya berasal dari alam semesta dan
mengikuti cara alam bekerja, dengan memberdayakan sumber daya dan
masyarakat lokal. Selanjutnya Pauli dalam bukunya The Blue Economy
menyatakan bahwa tujuan dari Blue Economy adalah untuk mendorong
terciptanya 100 juta dilapangan kerja dan nilai modal yang besar melalui 100
Inovasi selama dekade 2010-2020.°

e. Perikanan
Konsep Perikanan sebenainya Berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan
pemanfaatan sumberdaya ikam dan lingkungannya yang dimulai dari
praproduksi, produksi, pengelelaan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.®

f. Perikanan Tangkap
Perikanan Tangkap merupakan Gsahalpenangkapan ikan dan organisme air
lainnya di-dalem aif (44 stngai, danau "5 Dadan airfainnya). Kehidupan
organisme air di alam liar dan faktor-faktornya tidak dikendalikan secara
sengaja oleh manusia. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di Laut,
terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen serta perikanan tangkap pada
wilayah danau.

4 Jogiyanto H.M dan Willy A, 2011, Landasan Teori Tata Kelola, http://repo.darmajaya.ac.id,
5 Sharif Cicip Sutardjo Kementerian KKP, 2012, Pakar Kelautan lkuti FGD Bahas Ekonomi Biru,

https://www.sumbar.antaranews.com/berita/ diakses tanggal 17 April 2022 pukul 20.00 WIB

6 DPR-RI, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, https://www.dpr.go.id, diakses pada
tanggal 17 April 2022 pukul 20.26 WIB
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g. Perikanan Budidaya
Perikanan Budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan
atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya
perairan atau aquakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan
hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lain seperti karang, udang,

maupun terumbu air.

h. Kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan keadaan social yang
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan social sesuai dengan hakekat dan
martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah social yang
dihadapi. Dalam hal ini Kesejahteraan yang dialami oleh para nelayan setelah

ekonomi biru diimplementasikan dalam tata kelola perikanan di Indonesia.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) diperkenalkan pertama kali oleh Gunter
Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Eonomy : 10 years—100 innovations —
100 million job yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap mengedepankan kelestarian
lingkungan secara berkelanjutan. Konsep ekonomi birupada hakekatnya sejajar
dengan ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan difokuskan serta berkembang
dalam program pembangunan di wilayah perairan yang kemudian dikenal dengan
small island development states (SIDS). Ekonomi biru dalam konteks ini ditujukan
untuk mensolusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain kelaparan,
kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yangsustainable, dan mengurangi resiko
bencana di wilayah pesisir.

Dalam Tataran Implementasi, EKonemi Biru pertama kali diperkenalkan di
Indonesia pada tahun 2012 ketika Presitien SBY menyampaikan Pidato pada KTT
ke 20 di Riocentro de Janerio Brasil Neamun sebelum Indonesia berencana
melaksanakan kebijakan Blue Econamy, sebenarnya konsep ini sudah mulai
diimplementasikan di beberapa Negara, seperti China, Kanada, dan Korea Selatan.
Dalam perkembangannya, pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, konsep
Blue Economy.ini tetap, ditanjutkan dengan-berbagai program dan kebijakan sampai
saat ini. Bahkan dlalam Forum Negara Pulau dan Képulauan (AlS-The Archipelagic
and Island States Forum), Presiden Joko Widodo menegaskan Visi beliau untuk
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga diharapkan seluruh
anggota AIS dapat bekerja sama untuk menemukan solusi inovatif untuk mengatasi
ancaman perubahan iklim serta mendorong ekonomi Biru yang berkelanjutan.
Setelah kurang lebiih 10 tahun potret implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam
pengelolaan perikanan dan kelautan di Indonesia, minimal telah memberikan
gambaran tentang capaian-capaian yang diperoleh, terutama terkait dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan berbagai permasalahan yang

menyertainya.
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Selaras dengan latar belakang, permasalahan maupun pokok-pokok bahasan
di atas, maka dalam Bab ini akan menyajikan tentang Konsep-konsep yang terkait
dengan Ekonomi Biru, termasuk aturan-aturan atau regulasi yang mendukung
implementasi Ekonomi Biru di Indonesia, konsep Tata Kelola Perikanan serta
Konsep Kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan berbagai data dan
fakta yang berkaitan dengan kondisi perikanan di Indonesia, dan pengaruh
lingkungan strategis baik Global, regional maupun Nasional, sehingga semua aspek
tersebut akan dielaborasi dan dianalisis untuk memperoleh gambaran terkini terkait
implementasi ekonomi Biru dalam Tata Kelola Kelautan dan Perikanan serta
bagaimana solusi yang nanti akan ditawarkan untuk mengoptimalkan pelaksanaanya

bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

8. Peraturan dan Perundang-undangan
Implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan di Indonesia
ditopang dengan berbagai regulasi/aturan, antara lain :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 — 2025 vyaitu
Rencana Jangka Panjang Nasional dimana dalam Misi ke 7, yaitu mewujudkan
Indonesia sebagai Negara Kepulauan. yang Mandiri, Maju dan Kuat dan
Berbasiskan Kepentingan Nasional.

b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan jo Undang-undang
Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan kelautan Indonesia
yang telah disahkan dengan maksud,untuk mengelola potensi sumber daya
kelautan secara optimal, danlberkelanjutain ,datamygangka mewujudkan Visi
Indonesia sebagai.poros rﬁaritim dunia. Konsep ekonaemi bira menjadi salah satu
program yang diyakini mampu membangun sektor kelautan untuk mencapai Visi
tersebut. Karena itu, Undang-udang tersebut merupakan landasan konstitusional
dan menjadi garis petunjuk peraturan pengelolaan ekonomi sumber daya
berbasis kelautan melalui Konsep Blue Economy semakin produktif.

c. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan yang antara lain menegaskan bahwa
Perairan yang berada dalam Kedaulatan Negara Kesaturan Republik Indonesia
mengandung sumber daya ikan yang potensial untuk dimanfaatkan sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
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d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang
Pembudidayaan lkan. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini meliputi tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan,
Pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber
daya ikan, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, pengendalian mutu
pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta

pembinaan dan pemantauan.

9. Kerangka Teoritis
a. Konsep Ekonomi Biru

1). Pengertian Ekonomi Biru

Konsep Ekonomi Biru merupakan konsep yang relatif baru dalam dunia
perikanan Indonesia. Konsep ini digagas pertama kali oleh Prof. Gunter Pauli
pada tahun 2010 dalam bukunya The Blue Economy. Menurut Pauli, Konsep
Ekonomi Biru dikembangkan untuk menjawab tantangan, bahwa system
ekonomi dunia cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan, selain karena
limbah, kerusakan alam disebabkan oleh eksploitasi melebihi kapasitas atau
daya dukung alam. Inti dariEkenomi Biru adalah Sustainable Development yang
merupakan koreksi sekaligus'pengayaan Green economy dengan semboyan
“Blue Sky — Blue Ocean “ dimana ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun
langit dan laut tetap Biru.” Suatu proses dimana semua bahan baku berikut
proses produksinya berasal darl alam-semesta dan mengikuti cara alam
bekerja, dengans unembgtgayakan suaiber,, daya, dan -masyarakat lokal.
Selanjutnya Patiidalam bukunya The Blue Economy.-menyatakanbahwa tujuan
dari Blue Economy adalah untuk mendorong terciptanya 100 juta lapangan
kerja dan nilai modal yang besar melalui 100 Inovasi selama dekade 2010-
2020.

Selanjutnya, Dr.Victor Nikijuluw Direktur Senior Konservasi Internasional
Indonesia mengartikan Ekonomi Biru adalah kegiatan yang menghasilkan laba
yangdimiliki atau dilakukan oleh penduduk setempat. Ini berkelanjutan, dan
tidak terbataspada sumber daya alam. Misalnya, ekonomi biru tidak terbatas
pada perikanan dan budidaya air, tetapi juga termasuk Pariwisata,

Pertambangan dan Transportasi.®

7 Aam Bastaman, 2019, Ekonomi Biru dan Pembangunan Ekonomi (1), https://gemari.id, diakses tanggal 17
April 2012

8 Dr. Victor Nikijuluw, 2018, Penjelasan Singkat tentang Ekonomi Biru, https://forestnews.cifor.org, diakses

pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.00 WIB
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Demikian halnya, Sarundajang mengatakan bahwa Ekonomi Biru adalah
model ekonomi yang mendorong pelaksanaan Pembangunan yang
berkelanjutan (Sustainable). Pelaksanaan Industrialisasi kelautan dan
perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan
pekerjaan dan mendorong inovasi teknologi yang tidak merusak lingkungan.
Disinilah pentingnya penguasaan teknologi terapan yang ramah lingkungan
dalam hal pengolahan, penangkapan, budidaya dan teknologi eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya mineral dan energi di bawah dasar laut® Sementara
itu, Bank dunia lebih menekankan Ekonomi Biru melalui pandangan bahwa Laut
untuk kesejahteraan dan ekonomi Biru adalah ekonomi yang berkelanjutan.
Ekonomi Biru membutuhkan pembuatan kebijakan berbasis sains dan data,
koordinasi berbagai sektor, dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan
dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut Bank dunia mengemukakan 4
langkah inisiatif ekonomi biru Indonesia yaitu pertama, pengelolaan perikanan
yang lebih baik, kedua penyusunan dan integrasi rencana tata ruang laut, ketiga
rencana aksi nasional untuk penanganan sampah di laut, keempat program
pembangunan pariwisata yang tefintegiasi dan berkelanjutan.

Dalam Undang-undang Nemor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, antara
lain menegaskan bahwa Ekonomi Biru sesuai versi Indonesia, adalah suatu
pendekatanuntuk meningkatkan pengelolaan kelautan yang berkelanjutan dan
konservasi sumber daya  kelautans dan, pesisir dan ekosistemnya untuk
mewujudkan  péerttmbupan- ekonomi —denga: ~prinsip-prinsip antara lain
keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan
nilai tambah ganda (Multiple revenue).*?

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Rebound 2021
dengan mengutip pandangan Smith and Godfrey, (2016) mengartikan Ekonomi
Biru sebagai pola industrialisasi pemanfaatan potensi kelautan yang
berkelanjutan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan
manusia dan kesetaraan sosial, secara signifikan mengurangi resiko
lingkungan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan keanekaragaman
hayati (Smith-Godfrey, 2016). 1*

%Sarundajang, S. Harry, 2014, Poros Maritim dan Ekonomi Biru masa depan Indonesia, Jakarta, Kata HastaPustaka
10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, https://www.hukumonline.com,
diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 23.00 WIB

1KKP Rebound, 2021, Perspektif Pembangunan Ekonomi Kelautan, AMaFRad Press Jakarta, 2021
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2). Prinsip-Prinsip Ekonoi Biru

Menurut Pauli prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam implementasi
ekonomi Biru yaitu :

a). Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam

b). Nirlimbah (Zero Waste) dan menekankan sistem siklikal dalam proses
produksi sehingga tercipta produksi bersih, artinya limbah dari sebuah
proses produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energi bagi
produksi berikutnya.

c). Inklusi sosial, yang berarti pemerataan sosial dan kesempatan kerja yang
banyak untuk orang miskin.

d). Inovasi dan adaptasi yang memperhatikan prinsip hukum fisika dan sifat
alam yang adaptif.

e). Efek ekonomi pengganda, yang berarti aktivitas ekonomi yang dilakukan
akan memiliki dampak luas dan tak rentan terhadap gejolak pasar. Hal ini
karena Ekonomi Biru menekankan pada produk ganda sehingga tidak
bergantung padasatu produk (€ore Business)!?

Mengacu Prinsip Ekonomi Biu dari Pauli tersebut, maka KKP
merumuskan prinsip-prinsip impleémentasi ekonomi biru Indonesia, yaitu (1)
menjaga kesehatan laut (ocean health); (2) pemanfaatan yang
berkelanjutan  (sustainable  use); (3) pembangunan yang berkeadilan
(inclusive equity ); (4) petiumbubas ekonomi (economic growth); dan (5)
membangun-keSadaran, nmasyarakat (public.aweraiiess). 12

Selanjutnya, dengan mengacu pada konsep-Biue Economy Gunter
Pauli, paling tidak terdapat 3 pembelajaran, yaitu :

Pertama, Kepedulian terhadap lingkungan (pro-environment), bahwa
pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip
keseimbangan (principle of harmony) dan nilai-nilai lestari (sustainable
aquaculture)bagi ekosistem yang ada Inilah sebenarnya yang menjadi dasar
pengelolaan akuakultur berkelanjutan. Beragam kemajuan inovasi teknologi
akuakultur yang adasaat ini tidak akan mampu menjamin keberlanjutan jika tidak
didasarkan pada prinsipini Input teknologi yang tidak terukur justru akan
menjadi bumerang bagi keseimbangan ekosistem yang pada akhirnya akan

memperburuk masa depan akuakultur.

12 Arif Satria Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2012, Ekonomi Biru, https://regional.kompas.com, diakses
pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 20.30 WIB
13 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2021, Ekonomi Biru Indonesia, Artikel, Jakarta
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Kedua, Efisiensi, bisnis akuakultur harus terukur secara ekonomis
sehingga inovasi teknologi seyogyanya harus memberikan nilai lebih secara
ekonomi. Pengembangan bisnis akuakultur secara terintegrasi (integrated
aguaculture business) sudah seharusnya dijadikan model di sentral- sentral
produksi sebagai upaya meningkatkan efesiensi dan daya saing, dan
penciptaan ragam bisnis turunan lainnya (multiple cashflow) sehingga akan
mampumemberikan kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja.

Ketiga, bisnis akuakultur yang berkelanjutan harus menjamin minim
limbah (zerowaste), bahkan limbah sedapat mungkin mampu dikelola untuk
menciptakan inovasi bisnis turunan lain. Bicara efisiensi dalam proses produksi
akuakultur, makatidak akan bisa lepas dari masalah isue pakan. Usaha
akuakultur khususnya yang dikelola masyarakat harus dihadapkan pada
kenyataan masih tingginya biaya produksi yang diakibatkan oleh tingginya
harga pakan pabrikan (>60% cost produksi), penyebab utamanya adalah bahan
baku pakan yang sampai saat ini masih impor. Padahal bahan baku lokal cukup
melimpah di negeri ini, bayangkan hampir 70% tubuh ikan yang kita makan
dibuang dengan sia-sia, padahal imbah tersebut sangat potensial untuk bahan
pakan.

Dalam konteks ini Ekonomibiru bertujuan untuk bekerja melampaui cara-
carabusiness as usual, serta mempertimbangkan pola pembangunan ekonomi
dan keberlanjutan dalam proporsi yang sesuai. Konsep ekonomi biru
berkembang sebagai - kensekuens .dari perkembangan paradigma
pembangunan |yang me'ngedepankan beb"eré'pa aspek; yaitu keberlanjutan,
keadilan dan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dari
sudut pandang kelautan, Ekonomi Biru berupaya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, inklusif sosial, dan pelestarian atau peningkatan mata
pencaharian sekaligus memastikan kelestarianlingkungan lautan dan wilayah

pesisir.

b. Tata Kelola Perikanan
Konsep tata kelola merupakan sesuatu yang banyak dibicarakan akhir-
akhir ini, dimana dalam dunia pemerintahan, dikenal istilah Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (Good Governance), sementara dalam dunia bisnis
dikenal istilah Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
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Menurut Kamus BesarBahasa Indonesia, Tata Kelola diartikan sebagai
Tata Usaha atau administrasi.'* Namun demikian secara umum Tata Kelola
didefinisikan sebagai sistem dimana entitas diartikan dan dikendalikan. Hal ini
berkaitan dengan struktur dan proses untukpengambilan keputusan, akuntabilitas,
control dan perilaku di puncak suatu entitas.’®> Daniri (2005) mengatakan bahwa
secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam Tata Kelola yang
baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
kesetaraan/kewajaran.'®

Dari pengertian tersebut, tata kelola akan mempengaruhi bagaimana
pencaiapan tujuan, bagaimana resiko dipantau dan ditangani dan bagaimana
kinerjadioptimalkan. Tata kelola merupakan suatu sistem dan proses, bukan
aktivitas tunggal. Karena itu keberhasilan penerapan strategi tata kelola yang baik
memerlukan pendekatan sistematis yang menggabungkan semua unsur yang
termasuk dalam Tata kelola, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
dankinerja.

Sementara itu, konsep perikaman yang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 9 tahun 1985 pasal 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.l” Secara sederhana definisi
perikanan pada hakekatnya merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan
ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui budidaya maupun penangkapan
ataumengolahnya guna memenuhi kebutuhan manusia akan pangan sebagai
sumber protein serta non pangaf sepeitiparivisata, ikan hias dan lain-lain. Dalam
konteks ini, ruanglingkup k'egiatan perikanan ﬁdék hanya memproduksi ikan saja
(on farm), tetapi juga mencakup kegiatan off farm, seperti produksi, pengolahan,
pemasaran, permodalan, pengadaan sarana dan prasarana produksi, riset dan
pengembangan, perundang-undangan, serta faktor usaha pendukung lainnya.
Jenis usaha perikananmenurut KKP dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu
usaha melalui penangkapan, usaha melalui budidaya dan usaha melalui

pengolahan ikan.

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 5 Arti Tata Kelola, https://kbbi.lektur.id diakses tanggal 15 Juni
2022

15 Fisipol Universitas Medan Area, 2021, Tata Kelola yang baik : apa prinsip dasar dan mengapa itu penting,
https://fisipol.uma.ac.id, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 20.00 WIB

16 Bayoe Pramesona, 2021, Tata Kelola, https://www.academia.edu diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul
20.00 WIB

7KKP, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 pasal 1, tentang Perikanan



https://kbbi.lektur.id/
https://fisipol.uma.ac.id/
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Dengan demikian secara sederhana Tata Kelola Perikanan dapat
dimaknai sebagai suatu proses untuk menata dan mengendalikan kegiatan
perikanan baik Perikanan Tangkap maupun budidaya agar dapat terlaksana
dengan baik danmemberikan manfaat bagi masyarakat Nelayan. Dalam konteks
ini, Tata Kelola Perikanan dalam penulisan Taskap ini adalah suatu proses
Kebijakan dalam mengatur dan mengendalikan suatu kegiatan perikanan agar

dapat memberi manfaat secara berkelanjutan.

c. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Konsep kesejahteraan secara etimologis berasal dari kata sejahtera yang
dimaknai sebagai aman sentosa dan makmur dan juga dapat diartikan selamat
terlepas dari gangguan.18 Dari arti kata sejahtera tersebut, kemudian didefinisikan
konsep kesejahteraan secara sederhana sebagai suatu hal atau keadaan
sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Konsep kesejahteraan ini
sangat relevan dengan tujuan Negara Indonesia, dimana Negara Indonesia
didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat
Indonesia yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum (Welfare
State). Hal ini secara nyatadituangkan dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945
yang dalam konteks Ketahanan Nasional dikenal sebagai Kepentingan Nasional
yaitu : 1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia; 2). memajukan kesejahteraan-umum, 3). mencerdaskan kehidupan
bangsa dan 4). ikub, melaksanakan Keteddiban duple. . Berdasarkan amanat
pembukaan ~UUD~.1945, maka menjadi kewaj'iban Aegara untuk memenuhi
kebutuhan hidup warga negaranya melalui pemanfaatan sumber- sumber
kekayaan alam bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah Kepulauan
dengan garis pantai terpanjang di dunia, maka Indonesia menyimpan kekayaan
alamberupa kelautan dan perikanan yang sangat besar, dimana hal ini jika
dioptimalkan akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat

Indonesia.

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2 Arti Sejahtera di kamus Besar Bahasa Indonesia,
https://www.kbbi.lektur.id, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 19.00 WIB
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Pengertian kesejateraan masyarakat sendiri cukup banyak pandangan
para ahli, antara lain Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, dalam
‘Pembangunan Ekonomi”, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar
yang terlihat dari rumah yanglayak, tercukupinya kebutuhan akan sandang
(pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan. Atau dapat juga
dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana seseorang
mampu memaksimalkan utilitasnyapada tingkat batas anggaran tertentu dan
kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.!® Selanjutnya,
menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan
menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.?® Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa
Konsep kesejahteraan masyarakat sangat terkait dengan tingkat kehidupan
(Levels of living), pemenuhan kebutthan pokok (basic needs fulfillment), dan
kualitas hidup (quality of life).

Untuk mengetahui apakah masyarakat telah memperoleh kesejahteraan
sesuai konsep tersebut, maka terdapat beberapa indikator atau alat ukur tingkat
kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan suatu
ukuran ketercapaian masyarakat di-mana masyarakat dapat dikatakan sejahtera
atau tidak. Secara umum, beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator
dalam menentukan kesejahiéraan masyarakat adélah ;

1). Pendapatan masyarakat.
Masyarakat dikatakan sejahtera apabila jumlah pendapatan yang diterima
mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, dan
kebutuhan lainnya.

2). Pendidikan.
Masyarakat dikatakan sejahtera jika terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan
dengan didukung oleh fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau akan
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan taraf kesejahteraan hidup

yang baik.

19 Abi Asmana, 2021, Kesejaheraan masyarakat : Pegertian, indicator, dan factor yang mempengaruhi
Kesejahteraan masyarakat, https://legalstudies71.blogspot.com diakses pada tanggal 17 Juni 2022 pukul
12.00 Wita

20 pyslit Kemensos, Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
htps://www.puslit.kemensos.go.id, diakses pada tangga 17 Juni 2022 pukul 18.30 Wita
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3). Kesehatan.

Masyarakat dikatakan sejahtera jika terjaminnya kualitas kesehatan yang baik

dengan dukungan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai.
Sementara itu, untuk mengukur tingkat kesejahteraan Nelayan biasanya
menggunakan perhitungan Nilai Tukar Nelayan (NTN).?? NTN merupakan
pengukurkemampuan tukar produk perikanan yang dihasilkan nelayan dengan
barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan
mereka dalam menghasilkan produk perikanan. Secara konsepsi, Nilai Tukar
Nelayan (NTN) adalahrasio antara indeks harga yang diterima nelayan dari
produk perikanan dengan indeks harga yang dibayar nelayan yang dinyatakan
dalam bentuk prosentase. Standar kesejahteraan nelayan adalah apabila NTN
sebesar 100. Jika nilai NTN lebih dari 100 artinya harga produksi lebih besar dari
nilai konsumsinya, artinya nelayan memperoleh tingkat kesejahteraan.
Sementara jika NTN di bawah 100 artinya harga konsumsi lebih besar dari harga
produksi, yang berarti bahwa para nelayan tidak memperoleh kesejahteraan dari

proses produksi yang dihasilkan.

10. Fakta dan Data

Indonesia memiliki potensi pefikanan yang cukup besar, dimana sektor
perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun
perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Disisi
lain produksi perikanarn yang-dihasikan paillk chesar 33 4. juta ton yang terdiri dari
24 juta ton hasit budi daya.'u.an 9,4 juta ton hasit tangkapan.

Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo), Risyanto
mengatakan potensi perikanan yang besar tersebut tidak akan secara otomatis
menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya. Potensi itu akan menjadikan kita
kaya jika mampu memanfaatkan dan menjualnya dengan harga pantas.??. Sebelum
diimplementasikannya Ekonomi Biru, total produksi perikanan Indonesia menurut
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (2010) baru mencapai 10 juta Ton

pada tahun 2009 dan mencapai 12 juta Ton pada tahun 2010.23

2Dgrilaut.ID, 2019, Apa itu Nilai Tukar Nelayan, https://darilaut.id, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul
15.00 WIB

22 Risyanto, 2018, Indonesia Miliki Potensi Besar Sektor Perikanan,
https://www.ugm.ac.id/id/berita, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 19.00 WIB.

2 Fadel Muhammad, 2010, Produksi Perikanan Indonesia 10 Juta Ton, https//www.antaranews.com diakses
pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 19.30 WIB
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Hal ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Potensi lestari perikanan
yang diperkirakan sebesar 67 Juta ton/tahun. Sementara itu, total produksi perikanan
tangkap tahun 2010 sebesar 5,348 Juta ton dan meningkat menjadi 5,409 juta Ton
pada tahun 2011. Untuk produksi Perikanan budidaya pada tahun 2010 sebesar
6,277 juta ton dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 7,901 juta ton.?* Dari total
produksi perikanan tahun 2010 dan 2011 tersebut, ada yang dialokasikan untuk
konsumsi dalam negeri, tetapi ada juga yang dieksport ke beberapa Negara. Tahun
2010 Total ekport sebanyak 1.103.575 Ton dengan nilai eksport sebesar US$.
2.863.830.000 dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 1.159.349 Ton dengan nilai
US$ 3.521.091.000.%°

Produksi perikanan tersebut jika dibandingkan dengan setelah kurang lebih
10 tahun diimplementasikannya Ekonomi Biru, yaitu data tahun 2020, maka terlihat
bahwa Produksi perikanan tahun 2020 sebesar 21.834.106 ton yang terdiri dari
produksi perikanan tanggap sebesar 6.494.141 ton, perikanan budidaya sebesar
14.845.015 ton dan perikanan tangkap PUD sebesar 705.199 juta Ton. Jika
dibandingkan dengan total produksi . perikanan sebelum ekonomi biru
diimplementasikan pada tahun 2010 yaitu sebesar 12.000.000 ton, maka setelah 10
tahun ekonomi Biru diterapkan telah terjadi kenaikan produksi perikanan hampir 100
% vyaitu 21,8 juta ton. Untuk total ekspert perikanan tahun 2020 menurut Menteri
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar 1,26 juta Ton dengan nilai
ekspor 5,2 miliar dollar AS.?¢ Jika dibandingkan dengan total eksport tahun 2010
sebesar 1.159.349 Ton dengan nial 3,5 Miliar dpllar AS,maka kenaikan selama 10
tahun belum cukup signiiikall, dibandingkan dehgé'n kenalkan produksi selama 10
tahun yang hampir 100 %. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi
Ekonomi Biru, agar benar-benar dapat meningkatkan eksport perikanan dalam
rangka pertumbuhan PDB dari sektor perikanan.

Disisi lain, jika kita melihat jumlah nelayan Indonesia sebelum Implementasi
Eknomi Biru yaitu pada tahun 2010 sebesar 2,16 juta orang dan pada tahun 2019
jumlah Nelayan tinggal 1,83 juta orang atau terdapat penurunan jumlah nelayan

sebanyak 330.000 orang sepanjang tahun 2010-2019.%”

24 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, KKP Henjot Produksi Perikanan Budidaya yang berkelanjutan,
https://idih.kkp.go.id, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 puul 20.22 WIB

25 KKP, 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.06/Men/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 https://jdih.kkp.go.id,

26 Menteri Kelautan dan Perikanan RI, 2021, Ekspor Perikanan Rl Capai 72,8 Triliun pada tahun 2020, ,
https://money.kompas.com diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 21.30 WiB
27\WALHI, 2022, Jumlah Nelayan di Indonesia terus menurun akibat krisis iklim, https://www.walhi.or.id,
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Banyak pendapat terkait penurunan Nelayan di Indonesia dalam masa kurang
lebih 10 tahun implementasi Ekonomi Biru, dimana paling banyak menyoroti aspek
perubahan iklim di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan para Nelayan
dalam setahun hanya bisa melaut selama 180 hari atau enam bulan saja. Hal ini
memperburuk kondisi kehidupan sosial ekonomi Nelayan Indonesia, sehingga
memaksa mereka untuk beralih ke profesi lain yang lebih menjanjikan dari segi
kesejahteraan. Hal ini cukup beralasan, mengingat data dari WALHI bahwa pada
tahun 2010 jumlah nelayan yangmeninggal di laut sebanyak 86 Orang, tetapi pada
tahun 2020 telah mencapai 251 orang.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan Nelayan Indonesia, maka parameter yang
digunakan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan pengukur kemampuan
tukar produk perikanan yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang
dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan
produk perikanan. Nilai tukar Nelayan dengan nilai di bawah 100 berarti bahwa Nilai
Konsumsi masih lebih besar dari Nilai Produkst, demikian sebaliknya jika nilai tukar
nelayan diatas 100, maka nilai Produksilehifi kecil dari nilai konsumsi, yang artinya
jika lebih dari 100 para nelayan masih memiliki modal untuk pengembangan usaha
perikanan mereka. Sebelum Ekonemi Biru dimplementasikan, Nilai Tukar Nelayan
Indonesia tahun 2010 sebesar 106,42 dan setelah 10 tahun Ekonomi Biru diterapkan
yaitu padatahun 2021 menurut Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa angka NTN
baru mencapai 103.28 Artinya terjadi penurunan Nilai Tukar Nelayan Indonesia. Ini
tentu menjadi tanda tanya bagi miplemientasi Ekonomi biru dan dampaknya bagi
kesejahteraan masyarakat kh'uéusnya NeIayan.nDémikian hainya data BPS tahun
2021 menunjukan bahwa dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia terdapat 19 Provinsi
yang Nilai Tukar Nelayannya mengalami defisit atau di bawah 100. Secara teoritik
ketika NTN bernilai di bawah 100, maka Nelayan dan pembudidaya ikan berada
dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan karena pendapatan mereka dari perikanan
jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaranya, bak untuk kebutuhan rumah
tangga maupun untuk biaya produksi. Hal inilah yang menyebabkan para Nelayan
mengalami situasi yang sulit dan akhirnya tidak bisa lepas dari lingkaran setan

kemiskinan.

2 Trenggono, 2021, Menteri Trenggono Optimis KKP bisa tingkatkan Nilai Tukar Nelayan,
https://www.jawapos.com, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 22.00 WIB
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11. Pengaruh Lingkungan Strategis.

Lingkungan strategis (lingstra) merupakan pertimbangan yang sangat penting
dalam perumusan kebijakan negara demi menjamin kepentingan nasionalnya,
terlebih di era globalisasi saat ini yang seolah-olah dunia menjadi tidak ada batasnya
lagi (borderlless World) seakan-akan menyatu, menjadikan antar negara saling
ketergantungan. Globalisasi yang mengusung konten demokrasi, lingkungan hidup,
hak azasi manusia (HAM), liberalisasi maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, informasi, telekomunikasi, termasuk tata kelola perikanan dan
pemasarannya yang telah menembus batas batas antar negara.

Dalam konteks ini, maka tata kelola Perikanan dalam konteks globalisasi tidak
dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis, baik global, regional dan
nasional yang bergerak sangat dinamis dan penuh ketidakpastian perlu dicermati
secara teliti agar dapat mengantisipasi maupun mencari solusi yang tepat dan cepat

agar tidak menjadi residu maupun korban dari kemajuan zaman.

a. Lingkungan Strategis Global
Menyatunya dunia dalam suatu Desa Global (Global Village) menyebabkan
negara-negara di dunia akan herada dalam situasi yang saling ketergantungan,
saling pengaruh dan saling interkeneksi. Dalam konteks ini, maka globalisasi
mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya sektor
perikanan. Dengan meningkatnya penduduk dunia saat ini, maka tentu ini akan
diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pangan warga global, termasuk Ikan.
Tantangan yang dihadapi-dalam pengemba.ngan perikinan di lingkungan global
adalah masalah lingkungan dan teknologi, ya"itu‘t'eknologi perikanan yang ramah
lingkungan, dimana hal ini telah menjadi tuntutan global saat ini. Sementara
peluang yang tercipta dalam lingkungan strategis global adalah meningkatnya
permintaan ikan di pasar global yang cukup tinggi, dimana ini menjadi peluang
bagi Indonesia dengan kekayaan sumber daya perikanan untuk
mengoptimalkan produksi dan nilai tambah ekonomi untuk kebutuhan pasar
global.

b. Lingkungan Strategis Regional
Disamping lingkungan strategis Global, Indonesia juga tidak terlepas dari
lingkungan strategis regional Kawasan. Dalam Konteks ini, maka posisi
Indonesia, disamping berada dalam Kawasan Asean yang terdiri dari 10 Negara,

tetapi juga dalam Kawasan Indo Pasific yang meliputi 13 Negara.
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Lingkungan strategis Regional ini bisa memberi peluang bagi Indonesia, tetapi
juga menjadi tantangan dalam konteks pengelolaan perikanan. Peluang dapat
diperoleh jika, negara-negara dalam Kawasan Regional ini dapat memanfaatkan
potensi perikanan Indonesia sebagai sumber pangan bagi warga di Kawasan,
dimana hal ini tentu akan mendorong eksport perikanan ke negara-negara
tetangga yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi PDB sektor
perikanan. Namun demikian, sebagai Negara-negara yang berada dalam
Kawasan yang saling berdekatan dan berbatasan, tentu ini juga menimbulkan
tantangan tersendiri yang harus diantisipasi terutama berbagai bentuk illegal

fishing di wilayah perairan Indonesia.

Lingkungan Strategis Nasional
Lingkungan strategis nasional dapat dilihat dari kondisi Geopolitik

Nasional sebagai ruang hidup yang didalamnya terdapat 8 gatra yaitu :

1). Gatra Geografi
Secara geografi Indonesia berada di posisi silang antara dua benua yaitu
Asia dan Australia, serta dua samudera vyaitu Hindia dan Pasifik. Disamping
itu, dari sisi Geografi, perairan Indonesia berada 3 Jalur Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI), yaitu alur lautyang dilalui oleh kapal atau pesawat udara
asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan
dengan cara normal, semata-mata untuk transit yang terus menerus
langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas
perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian
laut lepas atau Zona Ekonomikslusifindonesia dan bagian laut lepas atau
ZEE Indonesteslainiya ,ketiga ALKI inidapakmen bawa manfaat sekaligus
ancaman bag| Indoensia, termasuk datam hal perikanan. Karena itu,
diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi oleh kapal maupun pesawat asing
yang akan melintasi ALKI tersebut.

2). Gatra Sumber Kekayaan Alam

Indonesia dianugerai Tuhan dengan Kekayaan Alam yang melimpabh,
termasuk di Sektor Perikanan. Luas laut Indonesia yang mencapai lebih dari
70 % wilayah Indonesia dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia, tentu
hal ini menyimpan kekayaan alam sektor kelautan dan perikanan yang
sangat besar, antara lain perikanan tangkap dan perikanan budidaya, hutan
mangrove, terumbu karang, pertambangan dan energi di laut, padang lamun
dan bahkan wisata bahari yang berada sepanjang kepulauan Nusantara dari
Sabang sampai Merauke. Kondisi kekayaan alam sektor kelautan dan
perikanan ini tentu menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara



3).

4).
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Perikanan dan Kelautan terbesar di dunia. Ini merupakan keunggulan
kompetitif Indonesia jika dioptimalkan pemanfaatannya bagi kemajuan
bangsa dan negara.

Gatra Demografi

Demografi sangat terkait dengan populasi atau Jumlah penduduk dari suatu
negara. Penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 265 juta,
dimana jumlah penduduk tersebut menjadi potensi bagi Indonesia untuk
maju menjadi negara Besar di dunia, manakala dapat dipersiapkan dan
didayagunakan menjadi human capital yang berkualitas dan berdaya saing.
Apalagi Indonesia akan mengalami Bonus demografi yang diperkirakan
antara tahun 2024 sampai dengan 2035, tentunya momentum demografi ini
jika didukung dengan kualitas SDM yang unggul pasti akan memacu kinerja
pembangunan Nasional dan daya saing bangsa. Sementara itu, dari total
penduduk Indonesia tersebut, sampai dengan tahun 2019 jumlah nelayan
Indonesia menurut WALHI kurang lebih 1,83 Juta orang. Jumlah nelayan ini
harus didayagunakan dalam kerangka mengoptimalkan sumber daya
perikanan dan kelautan depngan tetap mengedepankan kelestarian
lingkungan laut.

Gatra Ideologi

Ideologi pada hakekatnya adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide,
keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut
berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam konteks ini, maka ideologi
bangsa Indonesia sebagaimana yang-telah menjadi konsensus dasar para
founding fathehangsa adalah Pancasile yang éijadikan juga sebagai Dasar
Negara. Sebagai suatu ideologi dan dasar 'negara, maka Pancasila harus
dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam berpikir
dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Disisi lain, Sebagai suatu ideologi Bangsa, maka Pancasila harus pula
dijadikan filter bagi penetrasi ideologi-ideologi transnasional yang tidak bisa
dihindari dalam kehidupan di era globalisasi.

5). Gatra Politik.

Dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara, dimensi politik merupakan
sesuatu yang tidak terhindarkan, apalagi Indonesia sejak awal telah
mengklaim sebagai Negara Demokrasi. Pada hakekatnya politik
dimaksudkan untuk kebaikan bersama walaupun dalam perkembangnya,
politik oleh berbagai kalangan dianggap sebagai suatu perebutan
kekuasaan negara, Dalam konteks ini, maka Indonesia saat ini akan
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memasuki tahun politik 2024 untuk menentukan Pimpinan-pimpinan
Pemerintahan kedepan baik dalam konteks Nasional melalui Pileg dan
pilpres maupun dalam konteks politik lokal melalui Pilkada Serentak.
Perpolitikan nasional di tahun politik 2024 tentu akan mempengaruhi semua
aspek dan dimensi kehidupan masyarakat, termasuk tentu dalam hal tata
kelola perikanan kedepan.

Gatra Ekonomi.

Gatra ekonomi dalam konteks Indonesia sangat berkaitan dengan kebijakan
ekonomi nasional dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam, sekaligus
dampaknya bagi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Perkembangan
ekonomi suatu negara dalam era globalisasi saat ini bukan semata-mata
hanya terbatas pada kinerja ekonomi nasional, tetapi juga pengaruh
ekonomi global. Namun demikian, Indonesia memiliki konsep ekonomi
tersendiri, yatu ekonomi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila. Dalam
konteks ini, maka perekonomian yang dikontribusikan oleh sektor kelautan
dan perikanan harus mampu juga untuk memberikan sumbangsih bagi

kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat

Gatra Sosial dan Budaya.

Indonesia adalah negara yang dibangun diatas kemajemukan, baik etnik,
suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Sebagai negara majemuk, tentu
kehidupan bangsa Indonesia memiliki kekayaan sosial budaya yang
beragam. Nemun demikiaikekayaan, sosial budaya yang beragam tersebut
mampu-membentik keébudayaan nasionaliindonesia.-Dalam konteks ini,
maka dalam pengembangan perikanan budidaya dengan konsep Kampung
Budidaya menjadikan budaya sebagai kearifan lokal yang akan ikut
mendorong implementasi dari Kampung budidaya berbasis kearifan lokal.
Gatra Pertahanan dan Keamanan.

Sistem pertahanan dan kemamanan Nasional Indonesia adalah sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta yang berarti melibatkan seluruh
rakyat dan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional,
dan segenap wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan, termasuk
didalamnya . Dalam konteks pengelolaan perikanan Nasional, yang menjadi
permasalahan sampai saat ini adalah masih adanya wilayah Indonesia yang
dimanfaatkan oleh negara lain sebagai wilayah penangkapan ikan untuk
kepentingan mereka (illegal fishing) dan merugikan bangsa Indonesia.
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12. Umum

Implementasi kebijakan ekonomi Biru dalam tata kelola Perikanan sebenarnya
bukan konsep baru bagi dunia dan bahkan bagi Indonesia. Sejak diperkenalkan oleh
Gunter Pauly pada tahun 2010, beberapa Negara di dunia sudah mulai menerapkan
konsep ini dalam pengelolaan Perikanan mereka, seperti Korea Selatan, China dan
Kanada. Sementara Indonesia sendiri implementasi konsep Ekonomi Biru sudah
dimulai sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Pidatonya pada
KTT Rio+20 di Riocentro De Janeiro Brasil pada bulan Junitahun 2012. Konsep
Ekonomi Biru ini berlanjut di masa Pemerintahan Presiden JokoWidodo, dimana dalam
kesempatan Forum Negara Pulau dan Kepulauan (The Archipelagic and Island States
Forum — AIS), Presiden menegaskan bahwa Visi beliau adalah menjadikan Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia, sehingga diharapkan seluruh anggota AIS dapat
bekerjasama untuk menemukan solusi In@vatif untuk mengatasi ancaman perubahan
iklim serta mendorong implementasi Ekenomi Biru yang berkelanjutan. Alasan utama
Indonesia untuk menerapkan konsep ekenomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan yaitu
kenyataan bahwa kondisi geograiis Indonesia sebagai Negara Kepulaian yang memiliki
garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi geografis ini tentu bagi
Indonesia menyimpan kekayaan sumher daya-perikanan dan kelautan yang cukup
besar yang dapat-membeilkey) Jentribusi bagi, perekenoinian-Nasional, terutama
dalam meningkatkan kesejaﬁteraan masyarakat. Asumsinya jika masyarakat
sejahtera pasti akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ketahanan
nasional Indonesia.

Pendekatan melalui “ Blue Economic” memiliki relevansi yang luas sebagai
pemanfaatan hasil kelautan untuk kemakmuran masyarakat. Karena sektor perikanan
memiliki peran besar untuk umat manusia di masa depan, dan Ekonomi Biru
menawarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik. Lautan
menyediakan sebagian besar kebutuhan untuk populasi global dengan bahan
makanan dan sarana transportasi yang mencapai 80% dari perdagangan global,
serta Kelautan dan lingkungan pesisir juga merupakan sumber daya utama bagi

industri pariwisata global yang penting
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Dalam Taskap ini akan diuraikan dan dianalisa secara kualitatif dengan
mengacu pada sumber data sekunder menyangkut Implementasi Ekonomi Biru
dalam tata kelola perikanan, kemudian akan diikuti dengan kajian terkait optimalisasi
implementasi ekonomi biru dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi
masyarakat nelayan dan kemudian diakhiri dengan bahasan tentang kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam
mengoptimalkan implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan menjadi rekomendasi
dalam Taskap ini.

13. Implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan

Laut adalah masa depan Indonesia dan perikanan merupakan sumber
pangan Indonesia dan dunia. Karena itu, tidak mengherankan jika Presiden Republik
Indonesia Ir. Joko Widodo memiliki Visi yang optimistis tentang masa depan
Indonesia di sektor perikanan dan kelautan dengan Visinya untuk mewudkan
Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Kondisi geografis Indonesia yang 70 % lebih
wilayahnya adalah lautan memposisikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan
sumberdaya kelautan dan perikanan. Geopolitik Indonesia ini menjadi kompetitive
Advantadge bagi Indonesia dalam konteks ekonomi global, terutama dalam
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Untuk
menganalisa implementasi ekonomi birt-dalam perikanan sebenarnya dapat dikaji dari 5
Prinsip ekonomi biru sebagaimana dikemukakan oleh Gunter Pauli, tetapi dalam konteks
Indonesia implementasi Ekonomi Biru belum terstruktur berdasarkan prinsip ekonomi Biru
dan baru pada tahun 2022 mulzai-diakikans berbagai pembenahan dalam rangka
implementasi ekonomi birtl bafdagarkan prinsp-prinsibidat P2l tersebut. Karena itu, dalam
bahasan ini implementasi ekonomi biru akan dikaji secara umum sesuai dengan kondisi
objektif yang ada. Berkaitan dengan itu, maka implementasi ekonomi biru di Indonesia
akan dilihat dari aspek sumber daya perikanan, dalam hal ini Perikanan Tangkap dan
Perikanan Budidaya.Karena itulah, implementasi ekonomi Biru dalam tata kelola
perikanan akan ditinjau dari 2 bidang usaha perikanan tersebut.

a. Implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola perikanan tangkap

Usaha perikanan tangkap pada hakekatnya merupakan sebuah kegiatan
usaha yang serius dalam produksi ikan dengan cara penangkapan ikan yang
dilakukan oleh nelayan atau rakyat yang tinggal di daerah pesisir pantai ataupun di
wilayah perairan darat. Potensi perikanan tangkap Indonesia jika dilihat dari posisi
geografis Indonesia yang 71 % wilayahnya adalah perairan mengisyaratkan bahwa
Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat melimpah. Karena itu,



27

secara logika seharusnya sub sektor perikanan bisa menghasilkan kontribusi yang
lebih dibandingkan sektor pertanian.

Kompleksitas permasalahan dalam perikanan tangkap di Indonesia sudah
sejak lama terjadi bahkan sampai pada implementasi Ekonomi Biru pada tahun 2012
yang diharapkan dapat mengeliminir berbagai permasalahan perikananan tangkap,
terutama untuk mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan perikanan tangkap di
Indonesia, ternyata masih saja terjadi. Kompleksitas masalah di sektor perikanan
tangkap ini menjadi salah satu penyebab sehingga potensi ini belum bisa
meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia.

Beberapa permasalahan yang membelit perikanan tangkap di Indonesia
antara lain menyangkut penggunaan teknologi penangkapan ikan yang merusak
lingkungan (destructive fishing), dan bahkan penggunaan bahan peledak untuk
menangkap ikan merupakan tindakan yang bukan saja membuat biota laut menjadi
rusak, tetapi juga membuat sumber daya perikanan tanggap menjadi terganggu.
Aktifitas perikanan tangkap yang merusak ekosistem laut ini masih sering terjadi dan
bahkan sampai saat ini, dimana ekonomi biru sudah kurang lebih 10 tahun
diimplementasikan. Demikian halpya pencurian ikan oleh nelayan-nelayan dari
Negara Tetangga baik dari Vietnam, Thailand, Malaysia, maupun Philipina dan
Negara Tetangga lainnya masih terus menjadi problem dalam perikanan tangkap
Indonesia. Disaat Nelayan kita dengan‘teknologi yang sangat terbatas melaut untuk
mencari ikan, justri Nelayan-nelayan Negara tetangga kita telah dilengkapi dengan
teknologi terkini yang memudahkan mereka untuk menangkap ikan diwilayah
perairan, termasuk di-perairan-indénesia-dengan-kategori-illegal Fishing. Kondisi ini
terjadi karena kurangnya-pengawasan di wilaya'h" pé‘rairan Indanesia baik oleh KKP,
TNI Angkatan Laut, Polisi air maupun Bakamla. Keterbatasan armada pengawasan
merupakan salah satu penyebab, sehingga sulit untuk mengefektifkan pengawasan.
Begitu banyak kekayaan laut Indonesia, terlebih khusus perikanan tangkap yang
dicuri.

Karena itulah, ketika Susi Pudjiastuti diangkat menjadi Menteri Perikanan dan
Kelautan, maka salah satu kebijakan yang cukup fenomenal dan kontroversial yaitu
menertibkan para pelaku illegal Fishing dengan sanksi menenggelamkan kapal-
kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Tercatat
sebanyak 558 Kapal ikan illegal dikenakan sanksi dan ditenggelamkan selama
Menteri Susi menjabat Menteri KKP, dimana kapal-kapal yang ditenggelamkan
berasal dari Philipina, Malaysia, Vietnam, Thailand dan sejumlah negara tetangga

yang lain yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.
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Kebijakan ini mampu menyelamatkan ratusan triliun rupiah asset milik
Indonesia dari tindakan kejahatan pecurian ikan.?° Memang kebijakan ini membuat
para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia makin berkurang, tetapi
tidak kemudian menyebabkan wilayah perairan Indonesia aman dari pelaku-pelaku
pencurian ikan. Karena ternyata sampai saat ini juga masih banyak kapal-kapal Asing
yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Tercatat pada bulan
Agustus tahun 2021 KKP berhasil menangkap dua kapal asing berbendera Vietnam
yang melakukan aktifitas pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yaitu di Natuna
Utara.’® Demikian halnya pada tanggal 26 September 2021 Patroli KKP telah
menangkap dua kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan illegal Fishing di
selat malaka. Demikian halnya, terdeteksi beberapa kapal Sri Lanka yang masuk di
perairan Indonesia untukmenangkap ikan.!

Belum lagi pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal-kapal asing berbendera
Indonesia yang beraktifitas di perairan Indonesia, penangkapan ikan oleh Kapal-
kapal Ikan Indonesia yang melaksanakan transhipment tidak sesuai ketentuan, kapal
ikan yang beroperasi tidak sesuai dengan PBaerah Penangkapan, serta kapal-kapal
ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan
yang berlaku, dimana semua ini makin menambah kompleksitasnya permasalahan
di dunia perikanan tangkap Indonesia. Disamping berbagai masalah tersebut,
terdapat juga penangkapan ikan yang sangat berlebihan (Overfishing) karena
industri perikanan yang tidak bekerja secara maksimal. Penangkapan ikan yang
melebihi kapasitas sumber daya- ini-mengakibatkan kemampuan produksi pada
tingkat Maximum Sustainable- Yield (MSY) menQruﬁ. Pota. penangkatan ini banyak
digunakan oleh Nelayan Indonesia, yaitu pola penangkapan ikan saat sumber daya
berada di puncak pertumbuhan ekosistem.

Kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap seharusnya
menggunakan pola Maximum Economic Yield (MEY), dimana pola penangkapan
ikan ini dianggap paling ideal karena produksi ikan di laut menuju puncak ekosistem
sumber daya alam, dimana akan tercapai keberlanjutan usaha dan keberlanjutan

sumber daya secara bersamaan.

29 7ulfikar Halim Lumintang, 2019, Potensi Perikanan Tangkap Indonesia, http://www.acehtrend.com, diakses
pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 22.15 WIB.

30 KKP Siaran Pers, 2021, KKP Tangkap dua Kapal Asing Pelaku lllegal Fishing di Laut Natuna Utara,
https://www.kkp.go.id, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 22.30 WIB.

31 Jessica Helena Wuysang, 2021, Masih Masif, Pencurian Ikan oleh Kapal Asing dari 3 Negara di Laut Natuna,
https://www.bisnis.tempo.com, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 23.00 wib.
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Permasalahan-permasalahan  dalam  perikanan  tangkap  tersebut
menyebabkan implementasi ekonomi biru di sub sektor perikanan tangkap belum
efektif dapat meningkatkan kesejahteraan Nelayan maupun dalam menjaga
kelestarian laut secara berkelanjutan. Karena itulah, kemudian Pemerintah melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kerangka implementasi ekonomi biru
akan menerapkan era baru dalam pengelolaan perikanan di tahun 2022 melalui
konsep Perikanan Terukur. Penangkapan ikan terukur menjadi alternative agar
ekonomi dan ekologi dapat berjalan seimbang. Implementasinya antara lain melalui
pembagian zona penangkapan ikan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI), implementasi penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) pasca produksi serta sistem kontrak penangkapan ikan. Dalam
kebijakan perikanan terukur ini telah diatur penangkapan ikan berdasarkan kuota
tangkapan (catch limit). Selain itu, pengendalian dilakukan dengan perizinan
mempertimbangkan kuota per kapal perikanan (ouput control).

“Tahun ini Kementerian KKP menyiapkan 79 pelabuhan perikanan sebagai
tempat pangkalan kapal perikanan yang -akan didukung dengan sarana dan
prasarana, serta sumber daya manusianya agar dapat menerapkan PNBP pasca
produksi. Di samping itu, akan dilakukan pengembangan 4 pelabuhan perikanan
berwawasan lingkungan (eco fishing port), 10 lokasi integrated fishing port and
international fish market (IFPIFM) phase | dan 10 lokasi IFPIFM phase Il melalui
pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan dari dana alokasi khusus (DAK)
kelautan dan perikanan-pengembangah pelabghan perikanan dilakukan pada 66
lokasi di 23 Provinsi, | st

Selanjutnya, untuk mendukung penangkapan ikan terukur, KKP membentuk
120 Kampung Nelayan Maju dengan sinergi bersama kementerian/lembaga terkait
termasuk dukungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sementara itu, untuk
mengefektifkan program pemberdayaan nelayan, maka petunjuk teknis bantuan
pemerintah tahun 2022 juga telah diterbitkan sejak tahun 2021, sehingga diharapkan
seluruh bantuan pemerintah ini dapat rampung pada pertengahan tahun 2022.
Beberapa bantuan yang disiapkan antara lain berupa 75 unit kapal perikanan,
120.000 bantuan premi asuransi nelayan, 1.000 bantuan alat penangkapan ikan,

2 TPI perairan darat dan 10 paket rumah ikan.
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Kegiatan pemberdayaan lainnya yaitu 55 lokasi bakti nelayan, 7.500 orang
difasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, 1.500 nelayan difasilitasi kredit
perikanan tangkap, 1 lembaga korporasi nelayan, 2.000 orang diversifikasi usaha
nelayan, dan 2.500 peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama (KUB).
Sedangkan peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan yaitu sertifikasi
23.600 awak kapal perikanan, perjanjian kerja laut pada 12.350 awak kapal
perikanan, fasilitasi sertifikasi HAM perikanan pada 60 badan usaha, dan
peningkatan kompetensi 6.490 nelayan.

Konsep perikanan terukur ini sebenarnya sangat relevan diterapkan dalam
rangka mengatasi penangkapan ikan yang melebihi kemampuan ekosistemnya
(Overfishing), dimana setiap kapal penangkapan ikan telah ditentukan kuotanya.
Namun demikian kebijakan ini mendapatkan tantangan dari berbagai Daerah di
Indonesia, dimana hal ini dirasakan sangat memberatkan usaha perikanan tangkap.
Karena itu, implementasi dari konsep perikanan terukur ini masih mengalami kendala
yang perlu disolusikan.

Disisi lain kebijakan Pemerintah Pusat melalui KKP dalam rangka
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka perijinan wilayah laut
sejauh 12 Mill yang sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah merupakan kewenangan Provinsi, telah ditarik menjadi
kewenangan Pusat, dimana berbagal perijinan dalam pemanfaatan ruang 12 Mill
Laut harus melalui perijinan Pusat, dimana hal ini juga mendapatkan kritikan dari
berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian dalam perkembangan terkini
ternyata Pemerintah Pusat datam, sliaia,elola Perikanan Tangkap kemudian
berupaya untuk memberdayakan-Daerah metalui, 3dgalunpenangkapan ikan, yaitu
untuk wilayah laut 0 sampai dengan 4 Mil bagi kapal-kapaf ikan dengan kapasitas 5
GT serta wilayah laut dari 4 sampai 12 mil bagi kapal-kapal penangkapan ikan
berkapasitas sampai dengan 30 GT merupakan kewenangan Daerah dalam proses
perijinannya. Sementara wilayah laut lebih dari 30 Mil dengan kapasitas kapal lebih
dari 30 GT menjadi kewenangan Pusat dalam hal ini KKP dalam perijinannya.
Disamping itu, Industri penangkapan ikan yang akan melakukan bongkar muat hasil
tangkapan harus berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Zona
penangkapan ikan, sehingga ini juga akan membantu daerah dalam peningkatan
pendapatan Asli Daerah.

Berbagai permasalahan perikanan tersebut telah ikut mempengaruhi
implementasi ekonomi Biru dalam perikanan tangkap di Indonesia, sehingga dalam
rentang waktul0 tahun implementasi Ekonomi Biru belum dapat berjalan optimal.
Perlu berbagai dukungan kebijakan yang dapat mengoptimalkan implementasi
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Ekonomi Biru, terutama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara berkelanjutan.

b. Implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola perikanan budidaya

Perikanan Budidaya adalah sektor pangan global yang paling cepat
berkembang sekarang dan menyediakan 47% ikan untuk konsumsi manusia. Dalam
hal ini perikanan budidaya mampu melampaui perikanan tangkap sebagai penyedia
utama protein masyarakat global. Karena sistem seperti itu sangat ramah lingkungan
dan sesuai dengan konsep ekonomi biru. Selain beberapa pemanfaatan peluang
yang bisa di gunakan pada potensi kelautan, masih ada beberapa potensi yang
mampu di gali yaitu energi, bioteknologi dan lain-lain. Namun kesemuanya itu harus
memperhatikan keberlanjutan dari pemanfaatan kelautan, karena laut dipandang
sebagai sumber ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat global.

Pengembangan perikanan budidaya di Indonesia sudah cukup lama menjadi
salah satu sumber pendapatan masyarakat yang memanfaatkan kondisi geografis
Indonesia baik di wilayah perairan lawi maupun danau ataupun empang dengan
beragam ikan yang menjadi andalan dalam budidaya perikanan. Beberapa jenis ikan
yang menjadi andalan dalam pengembangan perikanan budidaya di perairan laut
Indonesia, antara lain Karapu, baronang, kakap, bandeng, ikan kuwe dan ikan tongkol
serta udang. Sementara jenis ikan yang menjadi andalan dalam budidaya perikanan
air tawar adalah ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan gurame, belut dan udang galah.

Ikan sebagai makanan yang" memiiki-banyak-nutrisi dan protein yang
dibutuhkan manusia, Sehingga Pemerintah hﬁeh‘dorong uatuk pengembangan
budidaya ikan, dalam rangka melengkapi kebutuhan nutrisi dan protein masyarakat
Indonesia selain perikanan tangkap. Budidaya perikanan tersebut selain untuk
kebutuhan ikan dalam Negeri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan eksport
perikanan budidaya, dimana Indonesia menempati peringkat 8 eksportir perikanan

dunia.3?

32 UNAIR, 2021, Penguatan Konektifitas sektor perikanan Budidaya dari hulu hingga hilir,
http://www.unair.ac.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 17.00 WIB.
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Negara tujuan ekspor perikanan budidaya yang paling besar adalah Amerika
dan China, terutama untuk jenis udang yang banyak diminati oleh penduduk di kedua
negara tersebut. Walaupun juga terdapat beberapa negara lainnya yang menjadi tujuan
eksport perikanan Indonesia. Dalam hal ini, maka yang menjadi perharian dalam
rangka kelanjutan eksport perikanan budidaya Indonesia adalah masalah standar
kualitas yang memenuhi persyaratan eksport. Hal ini penting agar negara tujuan
eksport bisa mempertahankan suplay ikan dari Indonesia yang menenuhi standart yang
ditentukan. Karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk membantu
pembudidaya Ikan Indonesia melalui berbagai pelatihan agar para pembudidaya ikan
dapat memahami Teknik budidaya yang memenuhi aspek sustainability dengan
kualitas yang memenuhi standart ekspor.

Dalam konteks ini, maka tata kelola perikanan budidaya diupayakan mampu
mengimplementasikan konsep ekonomi biru, yaitu pengelolaan perikanan budidaya
tanpa sampah/limbah (No Weaste) dan berkelanjutan (Sustainability). Karena itulah,
Bappenas mencoba untuk mengarahkan perikanan budidaya secara sustainability
melalui penerapan 5 aspek utama, yaitu:

1). Input control, yaitu mengendalikan penggunaan input produksi seperti benih,
pakan, lokasi budidaya, media budidaya serta investasi.

2). Out put control, yaitu mengendalikantetal output seperti total hasil budidaya dan
limbah.

3). Technical measures, yaitu mengendalikan Teknik budidaya seperti penggunaan
probiotik, desain/konstruksi-hudidaya-yang efisien dan.ramah lingkungan, serta
pembatasan spesies hibrit. ” ‘

4). Ecosystem based management, melalui pengendalian aktifitas budidaya yang
senantiasa mengedepankan konektivitas dan keseimbangan antara kepentingan
sosio ekonomi perikanan budidaya dengan perlindungan lingkungan, contohnya
pengurangan jumlah keramba jaring apung apabila hasil evaluasi buangan
limbah berada diatas ambang batas lingkungan.

5). Indirect economic instrument yaitu mengendalikan instrument ekonomi yang
secara langsung berdampak pada sistem budidaya, seperti pajak progresif
dengan makin besarnya skala usaha atau subsidi input dan infrastruktur di

wilayah perikanan budidaya yang mengalami stagnasi atau belum berkembang.33

33 pusat Riset Perikanan Badan Riset dan SDM Kelautan Perikanan, 2019, Perikanan Budidaya Berkelanjutan, ,
Amafrad Press, Jakarta
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Kelima aspek tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah guna
mewujudkan tata kelola perikanan budidaya yang berbasis ekonomi biru. Pada
dasarnya kelima aspek kontrol tersebut telah dilakukan di Indonesia, meskipun
masih dalam tahap awal dan sporadis. Salah satu alasannya adalah pelaku utama
perikanan budidaya di Indonesia didominasi oleh pembudidaya skala kecil yang
secara geografis tersebar, tidak terdata atau diukur dengan baik, serta cenderung
mengalami ekspoitasi oleh pembudidaya perikanan besar ataupun sedang.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengidentifikasi paling tidak terdapat berbagai
permasalahan dalam pengelolaan perikanan budidaya, antara lain ketersediaan
pakan, benih unggul, teknologi budidaya dan penyediaan tata ruang budidaya yang
berkelanjutan. Masalah ini yang sampai saat ini masih terus diupayakan solusinya
agar benar-benar para pembudidaya perikanan baik di wilayah laut maupun air
tawar dapat tetap mempertahankan usaha perikanan budidaya secara

berkelanjutan.

Sejak implementasi ekonomi hiru diterapkan dalam pengembangan perikanan
budidaya, sebenarnya telah menunjukkan trend yang positif, antara lain melalui
upaya meningkatkan prosentasi jumiah pembudidaya yang tersertifikasi serta upaya
untuk menurunkan kasus penolakan ekspor produk perikanan budidaya. Namun
demikian, kendala utama dalam pelaksanaan ekonomi biru dalam perikanan
budidaya adalah belum terdatanya masyarakat yang mengembangkan perikanan
budidaya di Indonesia, dan sentuhan program yang berbasis ekonomi biru belum
dapat menjangkau-sefuiuh pemkudidaya ikan/dl Ndogesia, sehingga yang terjadi
adalah pelaksanaan &onsep ekonomi biru masih bersifat sporadis.

Dari sisi potensi lahan budidaya, Indonesia memiliki 8,3 juta hektar untuk
budidaya laut, 1,3 juta hektar untuk budidaya air payau, dan 525 ribu hektar untuk
budidaya air tawar, dan lahan kombinasi minapadi seluas 1,55 Juta hektar.®* Jumlah
nelayan budidaya di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 2.238.847 orang. Jumlah
ini menurun 10,25 % dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 2.494.507 orang.
Besarnya jumlah pembudidaya ikan yang dikombinasikan dengan potensi luasan
lahan budidaya serta beragamnya sumber daya ikan Indonesia oleh banyak
kalangan diprediksikan akan menjadikan Indonesia terus dapat mempertahankan

dominasinya dalam 5 besar produsen ikan dunia.

34 Sjarief Widjaja dan Kadarusman, 2019, Buku Besar Maritim Indonesia, http://www.reaserchgate.net,
diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 17.50 WIB
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Namun perlu kehati-hatian dalam menyikapi dan mengelola potensi-potensi
perikanan budidaya tersebut agar pengembangan perikanan budidaya di Indonesia
dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi
peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia. Hal ini sangat penting, mengingat
potensi tersebut ikut juga dilirik oleh para investor luar negeri yang ingin berinvestasi
dalam perikanan budidaya di Indonesia, seperti penjajakan pebisnis budidaya
perikanan Norwegia yang sudah masuk ke Indonesia, serta investor budidaya
perikanan negara lainnya seperti China, Singapure, Thailand, India dan Jepang
dengan Total Investasi kelima negara tersebut mencapai Rp. 1.15 Triliun atau
87,17 % dari nilai total PMA.3® Hal ini tentu harus diantisipasi, terutama untuk
menjaga agar kekayaan alam Indonesia di sektor perikanan budidaya benar-benar
dapat mengangkat ekonomi masyarakat Indonesia. Banyaknya negara yang melirik
sumber daya perikanan budidaya Indonesia dalam konteks wawasan nusantara dan
ketahanan Nasional, tentu akan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam
kerangka menjamin bahwa kekayaanalam bangsa Indonesia dimanfaatkan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyatIndonesia.

Disisi lain, dalam kerangka implementasi ekonomi biru dalam perikanan
Budidaya, maka Pemerintah juga telah mendorong pemanfaatan teknologi perikanan
budidaya, antara lain melalui teknologi pembesaran (Grow Out) yang akan
membantu pembudidaya ikan memperoleh hasil yang maksimal dengan
memanfaatkan teknologi pembesarainikan Lisamping itu dalam pengelolaan limbah
budidaya perikanan jugaliglahamenggunakan-teknoloai Bioflok yaitu pemanfaatan
mikroorganisme dalain media budidaya yang ditujukan untuk-menjaga kualitas air di
lingkungan budidaya, serta pengambilan nutrient bioflok dalam menekan biaya
pakan dan menurunkan rasio konversi pakan serta meminimalisasi penggunaan air
dikarenakan teknologi bioflok ditujukan dalam sistem budidaya tertutup sehingga
mencegah pembuangan limbah budidaya berlebihan di lingkungan sekitar. Selain itu,
telah juga dikembangkan teknologi yang dapat menjamin kualitas air dalam budidaya
perikanan, sehingga ikan-ikan yang dibudidaya akan tetap sehat dalam air yang telah
melalui proses pengolahan yang dapat menjamin kualitas ikan yang dihasilkan dalam

proses budidaya perikanan.

35 Abdul Basith Bardan, 2021, Perikanan Budidaya jadi Incaran Investor Asing untuk berinvestasi di Indonesia,
https://www.industri.kontan.co.id. Diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 18.30 WIB



https://www.industri.kontan.co.id/

35

Namun demikian, pemanfaatan teknologi budidaya perikanan dalam konteks
ekonomi biru ini belum secara menyeluruh dilakukan oleh pembudidaya ikan di
Indonesia, dimana implementasinya masih bersifat sporadis. Hal ini disebabkan
karena pemanfaatan teknologi pembesaran maupun pengolahan limbah serta
peningkatan kualitas air memerlukan tambahan modal yang cukup, sementara
bantuan pemerintah dalam membantu para pembudidaya ikan sangat terbatas,
sehingga belum mampu menyentuh kebutuhan dari semua pelaku budidaya
perikanan di Indonesia.

Disamping itu, pengelolaan perikanan budidaya berbasis ekonomi biru belum
didukung dengan regulasi yang secara spesifik dapat memberikan guidance bagi
para pembudidaya ikan di Indonesia untuk dapat memiliki acuan yang jelas dalam
pengelolaan perikanan budidaya berbasis ekonomi Biru. Sudah 10 tahun ekonomi
biru diterapkan di Indonesia tapi perangkat regulasinya belum disiapkan oleh
Pemerintah, dimana hal ini pula yang menyebabkan banyak pembudidaya ikan yang
melakukan kegiatan budidaya perikanan secara tradisional dan bahkan masih
menyisahkan limbah yang juga menyebabkan banyak kali terjadi pembudidaya ikan
mengalami kerugian yang cukup hesar akibat limbah yang sudah berada diambang
batas yang menyebabkan terjadinya pencemaran air dan akhirnya menurunkan
kualitas produk perikanan budidaya dan bahkan beberapa kasus terjadi kematian
ikan-ikan dalam jumlah yang besar.

Dampak yang ditimbulkan apabila limbah sisa pakan tidak dikelola dengan
baik yaitu sisa pakan yang mengandung nitroge.n mempengaruhi biota aquatik yang
dibudidayakan, pencemarai Himbah hydrogen" sU’Ifida menyebabkan bau yang
menyengat pada kolam budidaya perikanan, pencemaran bahan-bahan kimia akan
berdampak terhadap menurunnya kualitas perairan. Selain itu juga akibat dari
pencemaran ini dapat menimbulkan penyakit atau pathogen ikan dan dapat
berpindah dari ikan budidaya ke ikan di alam maupun sebaliknya. Pemahaman ini
yang belum seluruh pembudidaya ikan memahami, karena masih banyak
pembudidaya ikan di Indonesia yang dilakukan oleh perorangan yang masih
cenderung tradisional, bersifat alami dan belum tersentuh dengan sentuhan-
sentuhan tehnis budidaya perikanan oleh Instansi Perikanan dan Kelautan baik di
Pusat maupun di Daerah. Kondisi inilah yang menyebabkan implementasi Konsep
Ekonomi Biru dalam perikanan budidaya masih mengalami hambatan dan

permasalahan, sehingga belum optimal dilaksanakan
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14. Implementasi Ekonomi Biru dan kontribusinya bagi Peningkatan Produksi
perikanan dan perekonomian serta kesejahteraan Nelayan

Nilai tambah ekonomi bagi para Nelayan akan dilihat dari peningkatan
Produksi dan Nilai Tukar Nelayan yang memberikan gambaran bahwa para Nelayan
memperoleh tingkat kesejahteraan yang dapat mendorong para nelayan untuk tetap
mengandalkan profesi nelayan dan bahkan dapat mengembangkan usaha perikanan
mereka. Asumsinya bahwa para Nelayan yang memperoleh nilai tambah ekonomi
yang mampu memberi harapan hidup yang lebih baik bagi mereka, maka pasti
mereka akan tetap menjadikan sektor perikanan sebagai andalahan dalam
kehidupan ekonomi para nelayan. Dalam konteks ini, maka penjelasan dalam bagian
ini akan mencoba untuk melihat data times series tahun 2016 sampai dengan 2020
atau tahun dimana ekonomi biru telah lebih dari 3 tahun diimplementasikan, dengan
data times series tahun 2010-2015 atau sebelum implementasi ekonomi biru sampai
di tahap awal implementasinya. Berdasarkan data statistik KKP bahwa dalam lima
tahun (2016-2020) Implementasi ekonomi Biru terlihat trend total peroduksi
perikanan Indonesia sebagaimana padagrafik 1 pada lampiran 2. Berdasarkan data
grafik 1 tersebut bahwa total Produksi perikanan Indonesia dalam masa
implementasi Ekonomi Biru menunjukan trend yang menurun di tahun 2018 dengan
total 23.133.000 Ton menjadi 21.833.000-Ton pada tahun 2020. Walaupun di tahun
2016 sampai 2017 mengalami peningkatan vyaitu dari 22.583.000 menjadi
23.186.000 Ton. Jika dibandingkan dengan total produksi perikanan sebelum
diimplementasikannya ekonomihir'sampal g tahun awalimplementasi Ekonomi Biru,
terlihat sebagaimana.grafik-2 péda lampiran 3. Bnerdasarkan Grafik tersebut, terlihat
bahwa tahun 2010 Total produksi perikanan baru mencapai 11.662.000 Ton,
meningkat tajam di tahun 2012 sampai 2015 yang merupakan tahap awal
implementasi ekonomi Blru, dimana pada tahun 2012 total produksi perikanan baru
mencapai 15.505.000 Ton menjadi 22.312.000 Ton pada tahun 2015, atau
mengalami peningkatan sebesar 30,05 %. Trend positif dimasa awal implementasi
Ekonomi Biru ternyata tidak berkelanjutan, dimana hal ini tentu yang menjadi
tantangan bagi optimalisasi Implementasi Ekonomi biru, khususnya sustainabilitas.
Sementara itu, jika melihat potensi perikanan Indonesia sesuai data KKP total
potensi perikanan lestari sebesar 67 juta Ton. Dari angka ini, potensi potensi
perikanan tangkap sebesar 10,2 Juta ton dan potensi perikanan budidaya sebesar

56,8 juta Ton. Melihat capaian total produksi perikanan di Indonesia yang pada tahun
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2020 baru mencapai 21,8 juta Ton, maka produksi ini tentu masih sangat jauh dari
potensi lestari perikanan Indonesia.
a. Tata Kelola Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, dimana
perikanan tangkap memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, sumber pangan
khususnya protein hewani dan penyedia lapangan kerja. Pentingnya perikanan
tangkap di beberapa Negara seperti Asia, Eropa dan Amerika telah menjadi sumber
energi dan pertumbuhan ekonomi regional. Peran sektor perikanan tangkap ini di
beberapa negara ditandai dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan tangkap
yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Sumber daya perikanan tangkap
sebagai salah satu asset penting negara apabila dikelola dengan baik akan
memberikan manfaat maksimum bagi masarakat.

Perikanan tangkap merupakan salah satu produksi perikanan yang ikut
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan para Nelayan. Sesuai dengan data BPS
bahwa potensi perikanan tangkap lestari Indonesia yaitu 10,2 Juta Ton. Potensi
perikanan tangkap ini jika dioptimalkangtentu.akan memberi dampak bagi kehidupan
ekonomi para nelayan Indonesia. Sebelum Ekonomi Biru diimplementasikan di
Indonesia sampai pada tahap awal implementasi menunjukkan trend sebagaimana
grafik 3 dalam Lampiran 4. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebelum ekonomi Biru
diimplementasikan dalam tata kelola perikanan di Indonesia, maka produksi
perikanan tanggkap (Perikanan tangkap laut dan Umum) pada tahun 2010 mencapai
5.384.000 Ton dan meningkat tefus sampat tahun 2015.menjadi 6.678.000 Ton,
walaupun trend perningkatann'yé relatif kecil, tetépi ‘t'entu tkut memberi nilai ekonomi
bagi para nelayan. Bandingkan dengan Produksi perikanan di tahun 2016 sampai
dengan 2020 disaat Ekonomi Biru terus memperoleh dukungan dari pemerintah,
dimana produksi perikanan tangkap menunjukkan trend sebagaimana grafik 4 dalam
lampiran 5.

Dari data dalam grafik 4 tersebut, terlihat bahwa produksi perikanan tangkap
laut menunjukkan trend yang fluktuatif, dimana tahun 2017 sampai dengan tahun
2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 6.115.469,00 Ton tahun
2016 menjadi 6.701.834,00 Ton pada tahun 2018. Kemudian tahun 2019 produksi
perikanan tangkap laut ini menurun sampai tahun 2020 sebesar 6.494,141,34 Ton.
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Demikian Halnya Perikanan tangkap BUD mengalami fluktuasi juga dalam
produksinya, dimana pada tahun 2016 mencapai 464.722,00 Ton meningkat sampai
dengan tahun 2019 menjadi sebesar 705.199,20 Ton, kemudian menurun pada
tahun 2020 menjadi 494.950 Ton. Dari sisi Total Produksi perikanan tangkap terlihat
bahwa tahun 2016 Total produksinya mencapai 6.580.191 Ton menjadi 6.989.091,34
Ton, dimana Total produksi ini jika dibandingkan dengan total produksi perikanan
tangkap sebelum sampai dengan tahap awal implementasi ekonomi Blru dalam tata

kelola perikanan yaitu 2010 sebesar 5.384.000 Ton dan 2015 sebesar 6.678.000

Ton menunjukkan bahwa trend peningkatan produksi perikanan tangkap ini relatif

sangat kecil, apalagi jika dibandingkan dengan potensi lestarinya yang mencapai

10,2 juta Ton, yang berarti bahwa produksi perikanan tangkap inipun belum optimal.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya Tata Kelola perikanan
tangkap dalam meningkatkan produksinya antara lain :

1). Produktifitas para nelayan masih rendah karena sebagian besar para nelayan
merupakan nelayan tradisional yang menggunakan teknologi penangkapan
tradisional sehingga hasil yang diperoleh masih rendah. Bandingkan dengan
nelayan dari Negara lain yang telah menggunakan teknologi canggih dalam
penangkatan ikan, sehingga ada ungkapan yang memiriskan bahwa jika nelayan
Indonesia ke laut untuk mencari Ikan(karena belum dilengkapi dengan teknologi),
tetapi nelayan negara lain ke laut untuk menangkap ikan (karena telah dilengkapi
dengan teknoligi).

2). Pemanfaatan stok ikan anta¥ ‘kawasan belum seimbang karena mengalami
overfshing, sepeliiyang te'rjédi di selat Bali, S vialaka, Pantai Utara Jawa dan
Selatan Sulawesi, sedangkan manfaat stok ikan di Kawasan Indonesia bagian
Timur belum optimal.

3). Ekosistem laut seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun
sebagai habitat ikan dan organisme laut dimana ikan bisa berpijah, mencari
makan, dan membesarkan diri mengalami kerusakan parah.

4). Masih terjadinya pencurian ikan (lllegal Fishing) di wilayah perairan Indonesia oleh
Kapal-kapal penangkapan ikan luar, dimana hal ini sangat merugikan Indonesia
terutama nelayan Indonesia dalam menangkap lkan di wilayah Perairan
Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya armada patroli untuk memantau

pencurian ikan di Indonesia.
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5). Overfhising yang masih terjadi yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha
perikanan tangkap. Penangkapan ikan berlebihan (Overfhising) menurut
organisasi pangan dunia bahwa terdapat kurang lebih 70 % dari spesies ikan
dunia telah sepenuhnya diekspoitasi. Overfhising memiliki dampak serius pada
lautan, tidak hanya beresiko memusnahkan sesuatu spesies, tetapi juga spesies
lain dari hewan laut yang bergantung untuk bertambah hidup, dimana
penangkapan ikan yang berlebihan dapat menyebabkan hewan laut kelaparan.

6). Perubahan iklim polusi, degradasi sumberdaya yang masih terjadi di wilayah laut
Indonesia sebagai sumber daya perikanan tangkap.

7). Harga komoditas perikanan tangkap yang masih cenderung fluktuatif yang
membuat para nelayan sering merasa dirugikan akibat situasi harga yang tidak
sebanding dengan cost productionnya.

8). Cara penangkapan ikan dengan bahan peledak bom ikan dan pemberian izin
memakai pukat ikan dan pukat udang, purse seine dan Teknik penangkapan ikan
dengan cara tidak baik yang berpotensi merusak karang dan sumberdaya ikan.

9). Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung produktifitas perikanan
tangkap Indonesia, baik Kapal, alat “penangkap ikan maupun pelabuhan
perikanan.

Permasalahan-permasalahan initéntu tidak sejalan dengan konsep ekonomi
biru dari Gunter Pauli yang menekankan pentingnya Principle of Harmony, Pro
Environment, Sustainable Aquaculture, dan Zero Weaste. Karena itu, permasalahan-
permasalahan tersebut perlu.solusi, terutama.dalam kerangka mengoptimalkan
perikanan tangkap Indenesia 'sébagai salah safu ‘pendorong ekonomi Indonesia,
dimana jika konsep Ekonomi Biru mampu dioptimalkan, akan dapat mensolusikan

berbagai permasalahan tersebut

b. Tata Kelola Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya memegang peranan penting sebagai sub sektor perikanan
Indonesia, dimana perikanan budidaya menyediakan pasokan ikan dalam sistem
perikanan untuk pangan nasional, regional dan bahkan global. Dalam konteksini,
perikanan budidaya bukan saja memberi kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja,
tetapi menjadi factor pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan produksi yang cukup

besar dalam total produksi perikanan secara keseluruhan.
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Potensi perikanan budidaya Indonesia adalah sebagaimana pada gambar 1 lampiran
6. Melihat peta tersebut terlihat bahwa potensi budidaya perikanan Indonesia tersebar
di hampir semua Provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Potensi yang
besar ini tentu merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara Maritin dan

Kepulauanterbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Melihat

potensi perikanan budidaya ini, maka sangat wajar jika KKP menetapkan potensi

lestari perikanan budidaya Indonesia sebesar 56.8 juta ton. Dari potensi lestari
perikanan budidaya tersebut, maka dalam realitasnya produksi perikanan budidaya

Indonesia sebelum dan sampai dengan tahap awal diimplementasikannya ekonomi

blru yaitu tahun 2010 sampai dengan 2015 terlihat dalam grafik 5 dalam Lampiran 7.

Berdasarkan grafik 5 tersebut terlihat bahwa total produksi perikanan
budidaya Indonesia tahun 2010 baru sebesar 6.278.000 ton dan meningkat secara
terus menerus sampai pada tahun 2015 menjadi sebesar 15.634.000 ton atau dalam
enam tahun mengalami peningkatan sebesar 249,028 %, dimana peningkatan ini
tentu ikut memberi kontribusi bagi perekonomian nasional dan nilai tambah serta
kesejahteraan para nelayan. Sementaraitu, jika dibandingkan dengan produksi lima
tahun selanjutnya yaitu 2016-2020 yang berarti Ekonomi Biru sudah benar-benar
dimplementasikan dalam perikanan di Indonesia, terlihat produksinya sebagaimana
pada grafik 6 dalam Lampiran 8.

Dari data dalam grafik 6 tersebut terlihat bahwa produksi perikanan budidaya
Indonesia dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan,
dimana pada tahun 2017 produksi budidaya telah mencapai 16.114.990,81 ton
menjadi 14.845.015,22-ion pada'tahun 2020. Produksi mni+jika dibandingkan dengan
potensi lestari perikanan budidaya Indonesia sebesar 56,8 Juta ton, maka tentu apa
yang dihasilkan dalam perikanan budidaya ini masih sangat jauh dari potensi
lestarinya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola Perikanan Budidaya
untuk meningkatkan produksinya, termasuk dalam mengoptimalkan konsep ekonomi
biru antara lain :

1). Ketersediaan bibit berkualitas, karena benih merupakan awal dari mata rantai
produksi. Benih yang dibutuhkan bukan saja bersifat kuantitatif, namun aspek
kualitataif yang menjadikan benih digolongkan sebagai benih unggul dan
berkualitas juga sangat penting. Pemerintah melalui Balai Riset dan balai

perikanan telah mampu memproduksi benih berkualitas dan bahkan memiliki
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Status specific pathogen fee untuk menghindari timbulnya wabah penyakit.
Namun untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, keterlibatan
masyarakat dan dunia usaha menjadi sangat dibutuhkan agar dapat memenuhi
permintaan benih para pembudidaya ikan.

2). Ketersediaan pakan dengan bahan baku lokal, dimana hal ini bertujuan agar nilai
produksi ikan budidaya dapat bersaing dengan produksi negara tetangga yang
diperkirakan akan meramaikan pasar lokal.

3). Dukungan teknologi, dimana kebutuhan akan teknologi perikanan budidaya ini
sudah merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan, Kebutuhan teknologi
dalam perikanan budidaya baik dalam rangka menciptakan benih unggul, pakan
ikan maupun kualitas air serta teknologi pembesaran ikan dengan kualitas baik.

4). Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan masih terus menjadi
tantangan utama dalam implementasi sistem kesehatan ikan dan kualitas
lingkungan perairan sebagai konsekuensi dari pencemaran usaha sektor lain yang
tidak terkendali.

5). Kebijakan Pemerintah yang tidak pro pembudidaya, dimana yang diperlukan
adalah kebijakan pemerintah untuk penerapan tata ruang perikanan budidaya,
terutama untuk pengaturan wilayah budidaya agar tidak berdekatan dengan sektor
perumahan, Kawasan industry ataupun-pertambangan yang berpotensi terjadinya
pencemaran dan merugikan para pembudidaya ikan.

Mencermati berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, maka pada
intinya bahwa akar permasalahan-dalam- Tata .Kelola perikanan budidaya adalah
dalam hal aktualisasi Konsep Blue Economy darl Gunter Hauli, terutama berkaitan
dengan keseimbangan (Principle of harmony) dan nilai-nilai lestari (sustainable
aquaculture) belum efektif diaktualisasikan dan bahkan teknologi budidaya dan ramah
lingkungan masih bersifat parsial dan belum secara keseluruhan menyentuh para
pembudidaya skala kecil dan menengah yang umumnya masih menggunakan cara-
cara tradisional dalam aktifitas budidaya perikanan..

Mungkin tidak berlebihan jika dalam pengembangan perikanan budidaya
berbasis ekonomi biru, Indonesia perlu belajar dengan apa yang dilakukan dalam
perikanan Budidaya Norwegia. Karena Perikanan Budidaya Norwegia lebih maju di
banding dengan perikanan budidaya Indonesia. Luas Norwegia hanya 323.802 km
dengan garis pantai sepanjang 83,000 km. Namun demikian, Norwegia menurut data

FAO merupakan negara terkemuka di dunia dengan produksi perikanan budidaya,



42

khususnya spesies salmon dan trout. Dalam Industri perikanan akuakulturnya,

Norwegia memanfaatkan sistem budidaya laut lepas (offshore) dengan teknologi

keramba jaring apung. Sistem ini diterapkan dan berkembang dengan sangat baik dan

sustainable dalam perikanan budidaya di Norwegia. Dalam pengelolaan perikanan
budidaya di laut lepas Norwegia menerapkan sistem kontrol terhadap input,
khususnya untuk kualitas dan ukuran benih ikan, kualitas pakan, dan penggunaan
vaksin serta obat-obatan yang harus memenuhi standar Eropa untuk best aquaculture
practices. Disamping itu, output terutama kualitas harus dapat memenuhi standar
makanan Eropa dan Amerika. Disisi lain, Norwegia juga secara ketat menerapkan ijin
lokasi, SOP, serta pola tanam, dan juga proses penglolahan produk akhir.

Pengelolaan usaha perikanan budidaya Norwegia memiliki beberapa aspek yang

sangat diperhatikan yang juga sebenarnya menerapkan konsep blue economy,

diantaranya yaitu :

1). Aspek sumber daya dilakukan melalui efektifitas penerapan aturan yang ketat
untuk menjamin kelestarian sumberdaya serta keberlangsungan usaha seperti
pembatasan ijin usaha, penetapanitaia ruang budidaya, dan pembatasan ijin
ruang budidaya.

2). Aspek Ekosistem atau lingkungan yang dilakukan melalui kontrol dan monitoring
secara ketat terhadap kegiatan budidaya secara continue terhadap pengawasan
proses produksi serta proses pengolahan hasil perikanan budidaya.

3). Aspek ekonomi Norwegia dilakukan melalui efektifitas penerapa kebijakan yang
mendorong keberhasilan kegiatan budidaya, penyediaan kebijakan pro pasar
guna mendukung pemasar'ah produk maricultlfe seria penyediaan infrastruktur

yang memadai.

c. Sektor Perikanan dan kontribusinya bagi PDB dan Kesejahteraan Nelayan.

Sebagai Negara yang sebagian besarnya didominasi oleh laut, maka tentu
potensi dan kekayaan perikanan Indonesia sangat besar yang bukan saja
memberikan kontribusi bagi PDB Nasional, tetapi juga tentu memberi dampak positif
bagi peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para Nelayan. PDB
adalah jumlah total keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
negara pada periode tertentu dan dipakai sebagai tolok ukur tingkat pertumbuhan
perekonomian Negara tersebut. Berdasarkan data yang ada bahwa kontribusi Sektor

perikanan terhadap PDB Nasional adalah sebagaimana grafik 7 dalam lampiran 9.



43

Bedasarkan data pada grafik 7 tersebut terlihat bahwa sektor perikanan telah
memberikan kontribusi positif terhadap PDB Nasional dalam masa 2016 sampai
dengan 2021, yaitu masa dimana Ekonomi Biru telah diimplementasikan dalam Tata
Kelola Perikanan. Di tahun 2016 kontribusi Perikanan terhadap PDB Nasional sebesar
Rp. 55,743 Triliun (Harga Konstan) dan Rp. 83,509 Triliun (Harga berlaku) dan
meningkat menjadi Rp.71,059 Triliun (Harga Konstan) dan Rp. 126,104 Triliun (Harga
Berlaku). Dibandingkan dengan kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB
sebelum ekonomi Blru diterapkan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 40.053 Triliun
(Harga Konstan) dan Rp. 43.007 Triliun (Harga Berlaku), maka terlihat bahwa selang
ekonomi Biru diimplementasikan dalam tata kelola perikanan di Indonesia telah ikut
mendorong peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional. Hal ini
cukup beralasan, karena dalam trend produksi perikanan sebelum dan disaat
implementasi ekonomi Biru dalam tata kelola perikanan juga mengalami peningkatan
total produksi, baik Perikanan Tanggap maupun Perikanan Budidaya sebagaimana
data dalam uraian terdahulu. Walaupun demikian kontribusi sub sektor perikanan
terhadap PDB ini masih relatif kecil yaiturbaru sekitar 3,7 %, padahal KKP mencatat
bahwa Sub Sektor Perikanan di Indonesie. dengan melihat potensi yang ada masih
bisa memberi kontribusi 130 Persen dari Kontribusi yang ada saat ini.

Potensi perikanan Indonesia belum dikelola secara optimal Luas laut
Indonesia yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi, maka KKP mengestimasi bahwa
total potensi ekonominya bisa mencapai US$ 1,3 triliun per tahun atau lima kali lipat
dari APBN 2019 yang sebesar WSS 180 Miliar*® Karena itulah, perlu dilakukan
langkah/upaya datam.fangka 'nhengoptimalkan bot'ensi dan -kekayaan Perikanan
Indonesia dalam rangka meningkatkan PDB Nasional di sub sektor perikanan.

Sementara itu, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan Nelayan dalam Tata
Kelola Perikanan dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan, dimana Nilai Tukar Nelayan
menjadi alat ukur kesejahteraan para nelayan yang dihitung berdasarkan
perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang
dibayarkan nelayan. Jika Nilai Tukar Nelayan lebih besar dari 100 berarti harga
produksi naik lebih besar dari harga konsumsinya yang berarti bahwa pendapatan
Nelayan lebih besar dari pengeluarannya. Berdasarkan pengukuran tersebut, maka
sesuai dara BPS bahwa NTN Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2022

adalah sebagaimana pada grafik 8 dalam lampiran 10.

36 Ali Akhmad Noor Hodayat, 2020, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan ke PDB Baru 3,7 %,
http://bisnis.tempo.co, diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 20.45 WIB.
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Berdasarkan data dalam grafik 8 tersebut terlihat bahwa NTN selama
implementasi ekonomi Biru pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukan
trend yang meningkat, dimana pada tahun 2016 NTN Indonesia mencapai 102,82 dan
pada tahun 2018 mencapai 113,53. Namun pada tahun 2019 turun menjadi 100,23
dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 106,79. Jika dibandingkan dengan NTN
sebelum ekonomi biru diimplementasikan dalam tata kelola perikanan tahun 2011
mencapai 104,69. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Implementasi Ekonomi
Biru belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi terhadap Kesejahteraan para
Nelayan di Indonesia, dimana selama Implementasi Ekonomi Blru mengalami fluktuasi
NTN, walaupun nilainya melebihi standart perhitungan yang menunjukkan bahwa para
Nelayan masih diuntungkan dalam tatakelola Perikanan, dimana nilai pengeluaran
nelayan masih lebih kecil dari nilai pendapatan para nelayan dari sub sektor perikanan

Namun demikian, sangat memiriskan jika melihat kondisi kehidupan para
Nelayan Indonesia yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan,
sehingga apa yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C, Smith bahwa
masyarakat yang sejahtera nampak dariterpenuhinya kebutuhan akan rumahyang
layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang dan pangan, Pendidikan dan kesehatan,
belum nampak pada kehidupan para nelayan Indonesia.

Karena itu Sekretaris JenderaliKoalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan
(KIARA) Susan Herawati mengatakan bahwa Nilai Tukar Nelayan tidak berbanding
lurus dengan kenaikan kesejahteraan Nelayan. Faktanya masih ada 10.666 Desa
pesisir miskin yang menyebar | [dasdi-sefuruh Provinsi.3” Lebih lanjut Susan
mengatakan bahwa kenaikkan NTN di Indonesia tidak-murii adalah hasil para
Nelayan, tetapi juga adacampur tangan Pemerintah melalui Program subsidi.38

Disamping itu, Nelayan Indonesia juga masih sangat terbatas dalam akses
penggunaan teknologi baik dalam penangkapan ikan maupun dalam hal
pengolahannya, sehingga produksi perikanan yang dihasilkan belum sepenuhnya
dapat merubah kondisi ekonomi Para Nelayan. Demikian halnya, siklus cuaca yang
dalam setahun hanya memberi ruang bagi para Nelayan untuk beraktifitas di laut
selama kurang lebih 6 bulan merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para

Nelayan.

37M. Ambari, 2018, Kenaikan Nilai Tukar Nelayan Sejahterakan Nelayan Indonesia ?
https;//www.mongabay.co.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2022 Pukul 24.10 WIB.

38 M. Ambari, 2018, Kenaikan Nilai Tukar Nelayan Sejahterakan Nelayan Indonesia ?
https://www.mongabay.co.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 24.15 WIB.
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Realitas yang masih terlihat bahwa para Nelayan Indonesia masih hidup dalam kondisi
kemiskinan, dimana hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan arah konsep
ekonomi Biru yaitu kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini
Konsep Ekonomi Biru sebagaimana diungkapkan oleh Gunter Pauli yaitu akan
menghasilkan pertumbuhan ekonomi, serta memberi kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam konteks langit dan laut tetap biru artinya
berkelanjutan belum dapat diatualisasikan dalam Tata Kelola Perikanan di Indonesia.
Memang diakui bahwa implementasi ekonomi Blru belum efektif dalam pengelolaan
perikanan di Indonesia, tetapi tentu melihat kondisi kehidupan para Nelayan Indonesia
yang sebagian besar masih hidup dalam garis kemiskinan, sehingga tantangan ini
harus dapat dijawab melalui optimalisasi implementasi Ekonomi Biru kedepan dengan
berbagai langkah dan kebijakan yang solutif.

Melihat potret para nelayan yang masih diliputi oleh suasana kemiskinan,
sehingga hal ini pulalah yang ikut mendorong para nelayan untuk beralih profeksi ke
sektor lainnya yang lebih menjanjikan, dimana berdasarkan data yang ada bahwa
pada tahun 2010 sebelum Ekonomi Birentimplementasikan total Nelayan Indonesia
sebanyak 2,16 juta orang dan pada tahun 2019 turun menjadi 1,83 juta orang.*°

Penurunan jumlah nelayan ini menjadi ironi, karena disatu sisi Indonesia
mengarah pada Poros maritim dunia®dengan slogan Laut adalah Masa depan
Indonesia, tapi disisi lain juga kebutuhan konsumsi ikan di masyarakat yang makin
meningkat saat ini. Dari data-data tersebut terlihat bahwa Implementasi Ekonomi Biru
dalam Tata Kelola —Perikanan™ di Indones.ia belum-.. secara efektif dapat
diimplementasikan; karena apa'yéng oleh Gunter AUl angkat sebagai prinsip-prinsip
implementasi Ekonomi Biru seperti Efisiensi, Nirlimbah, Inklusi Sosial, Inovatif serta
memiliki Efek ekonomi penggenda belum secara utuh dapat diaktualisasikan dalam
Tata Kelola Perikanan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan sehingga target
ekonomi bitu untuk menciptakan 100 juta lapangan kerja dan 100 inovasi yang

berdampak pada kesejahteraan rakyat tidak tercapai.

39 WALHI, 2022, Jumlah Nelayan di Indonesia terus menurun akibat Krisis Iklim dan Industri Ekstraktif,
https://www.walhi.or.id, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 21.00 WIB.
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Karena itulah, diperlukan terobosan strategis dari Pemerintah untuk
membangkitkan kembali animo masyarakat wilayah pesisir dan sekitarnya untuk
Menatap Laut sebagai masa depan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan
peningkatan hidup yang layak. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk
menstimuli warga pesisir kembali ke laut, seperti bantuan alat penangkapan ikan yang
didukung dengan teknologi penangkapan ikan yang memungkinkan para nelayan
untuk meningkatkan produktifitasnya, termasuk dalam membenai sarana dan
prasarana pendukung dalam menopang aktifitas perikanan masyarakat. Disisi lain,
perlu pula upaya nyata dalam rangka memberdayakan para penduduk pesisir dengan
berbagai keterampilan yang dapat memberikan skill bagi mereka dalam pengolahan
hasil perikanan yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi mereka. Intinya
bahwa untuk suksesnya implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan di
Indonesia, maka prinsip-prinsip Ekonomi Biru dari Gunter Pauli yang telah dijabarkan
lebih lanjut melalui prinsip-prinsip sesuai dengan kondisi Indonesia sendiri
sebagaimana yang dikembangkan oleh KKP yaitu Ocean Health (Kesehatan Laut),
Sustainable Use (Pemanfaatan yang berkelanjutan, Inclusive Equity (Pembangunan
yang berkeadilan), Economy Growtih (Pertumbuhan Ekonomi), dan Public Awareness
(kesadaran masyarakat) harus diefektifkan agar sasaran ekonomi biru yaitu terjadi
keseimbangan antara pertumbuhan Ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan
Lingkungan hidup benar-benar dapat menjadi kenyataan.

15. Strategi Kebijakan guna mengoptimalkan implementasi Ekonomi Birudalam
tata kelola perikanan.

Presiden Joke \Widodo pada saat pidato di-Oul, Oeean Conference (OOC)
tahun 2018 di Nusa dua Bah méngatakan bahwa-"Saya sadar-bahwa bangsa kami
bangsa bahari, saya sadar wilayah air kami lebih besar dari pada darat, kita semua
sadar wilayah air dunia lebih besar daripada darat. Kita juga sadar bahwa laut,
samudera, adalah masa depan kita.*° Ungkapan Presiden Republik Indonesia tersebut
sangat beralasan, mengingat Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan terbesar
di dunia sekaligus memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dimana kondisi
geografis ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah Negara Maritim yang memiliki
potensi dan kekayaan laut yang cukup besar. Sayangnya sampai saat ini Sub Sektor
perikanan dan Kelautan baru mampu memberi kontribusi terhadap PDB Nasional
sebesar 3,7 %. Pertanyaannya, apa yang salah dalam tata kelola perikanan dan
kelautan Indonesia, sehingga kontribusinya tidak sebanding dengan potensi yang
dimiliki. Ataukah kebijakan tata kelola perikanan dan kelautan tidak efektif dalam
mengoptimalkan Potensi Perikanan dan Kelautan Indonesia.

40 pytri Syifa Nurfadilah, 2018, Jokowi : Laut adalah Masa Depan Kita, https://ekonomi.kompas.com, diaksespada
tanggal 21 Juli 2022 pukudalial 20.35 WIB.
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Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengatakan bahwa Presidensi
G20 (Group of Twenty) Indonesia akan mengangkat mengenai pentingnya ekonomi
Biru, karbon biru dan juga penanganan sampah laut dan Indonesia siap bermitra
dengan semua pihak untuk mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan.4!
Ini merupakan ungkapan Presiden Republik Indonesia dalam kerangka implementasi
ekonomi Blru, dimana melalui Ekonomi Biru diharapkan dapat menopang
pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai terobosan sebenarnya telah dilakukan
oleh Kementerian KKP dalam kerangka implementasi Ekonomi Biru, antara lain :

a. Dalam Konteks Perikanan Tangkap, telah dikeluarkan kebijakan penangkapan
ikan terukur yang dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya perikanan yang
sustainable yang dapat memberi ruang usaha penangkapan ikan secara
berkelanjutan. Penangkapan ikan terukur ini telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan
tarif PNBP dan saat ini KKP sementara memfinalkan aturan operasionalisasi dari
Perikanan terukur tersebut.  Melalui. penangkapan ikan terukur, kegiatan
penangkapan ikan akan dilakukan berbasis output control dengan memanfaatkan
potensi sumber daya ikan yang ada. Sebelumnya penangkapan ikan dilakukan
dengan menerapkan input control, dimana kelemahannya adalah pengendalian
sumber daya ikan sulit dicontrol. Dalam kerangka implementasi perikanan terukur,
maka berbagai kebijakan dilakukan, antara dengan pembenahan dan
pembangunan pelabuhan perikanan—disertai dengan kelengkapan yang
diperlukan, akan diatur Zona Fenangkapan ikan, jumtah ikan yang ditangkap,
jumlah dan_-tkuran kapa'n; jenis alat tanggkap, Thingga pendaratan ikan
dipelabuhan perikanan, serta bimbingan tehnis kepada petugas-petugas di
pelabuhan perikanan. Disamping itu pemantauan penangkapan ikan berbasis
teknologi akan mulai dioperasikan. Karena itu, kapal penangkap ikan wajib
dilengkapi dengan Automatic Indentification System (AIS) dan Vessel Monitoring
System (VMS) yang dapat mendeteksi dari posisi kapal hingga jumlah muatannya,
demikian halnya KKP mengoperasikan satelit dalam rangka mendukung
pemantauan dan pengendalian perikanan terukur melalui Comment Center,
dimana melalui satelit dapat diketahui kapal Luar yang mencuri ikan di wilayah
perairan Indonesia, kapal-kapal ikan yang mengangkut hasil tangkapan, kapal
ikan yang berijin maupun tidak berijin, semuanya dapat dipantau melelaui
Comment Center KKP.

41 |ndra Arief Pribadi, 2020, Presiden Jokowi : G20 Indonesia angkat pentingnya ekonomi biru dan karbon biru,
http://sulteng.antaranews.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.15 WIB
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Pengembangan perikanan terukur ini diharapkan dapat mencegah adanya
penangkapan ikan yang berlebih (Overfhising) yang akan mengganggu
keberlanjutan skosistem perikanan di laut. Disamping itu pemantauan
penangkapan ikan berbasis teknologi akan mulai dioperasikan. Karena itu, kapal
penangkap ikan wajib dilengkapi dengan Automatic Indentification System (AIS)
dan Vessel Monitoring System (VMS) yang dapat mendeteksi dari posisi kapal
hingga jumlah muatannya,demikian halnya KKP mengoperasikan satelit dalam
rangka mendukung pemantauan dan pengendalian perikanan terukur melalui
Comment Center, dimana melalui satelit dapat diketahui kapal Luar yang mencuri
ikan di wilayah perairan Indonesia, kapal-kapal ikan yang mengangkut hasil
tangkapan, kapal ikan yang berijin maupun tidak berijin, semuanya dapat dipantau
melelaui Comment Center KKP. Pengembangan perikanan terukur ini diharapkan
dapat mencegah adanya penangkapan ikan yang berlebih (Overfhising) yang
akan mengganggu keberlanjutan skosistem perikanan di laut. Disamping itu,
melalui perikanan terukur ini juga akan dapat meningkatkan penerimaan Negara
bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks peiikanan terukur, maka Zonasi Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dibagi menjadi
enam Zona, yaitu :

1). Zona 01 yaitu WPPNRI 711 yang berada di wilayah Laut Natuna dan Laut
Natuna Utara serta perairan selat Kalimantan.

2). Zona 02 yaitu WPPNRI 716 yang berada di wilayah perairan laut Sulawesi dan
sebelah utara putau-Halmahera. .

3). Zona 03 yaituWPPNRI 715, yang berada diLaut Seram, Laut Maluku, Laut
Halmahera dan Perairan Teluk Tomoni serta Teluk Berau; WPPNRI 718 yang
meliputi perairan laut Aru, Laut Arufuru, dan Laut Timor bagian Timur; serta
WPPNRI 714 yang meliputi perairan teluk Tolo dan Laut Banda.

4). Zona 04 vyaitu WPPNRI 572 yang meliputi perairan Samudra Hindia sebelah
Barat Sumatera dan Selat SUnda; WPPNRI 573 yang meliputi perairan
samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa
Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat, dan Laut Lepas
(Samudera Hindia).

5). Zona 05 yaitu WPPNRI 571 yang berada di Laut Andaman serta perairan Selat
Malaka.

6). Zona 06 yaitu WPPNRI 712 yang meliputi perairan laut Jawa dan WPPNRI 713

yang meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.
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Dari Keenam Zona tersebut telah ditetapkan Zona penangkapan ikan
berbasis kuota untuk Investor Luar Negeri dan Dalam Negeri yaitu yang berada di
Zona 01 sampai dengan Zona 04, sementara Zona Penagkapan ikan kuota
khusus untuk Investor Dalam Negeri yaitu yang berada di Zona 05 dan Zona 06.
Sementara itu khusus untuk Zona 03 diWPPNRI 714 yang meliputi perairan Teluk
Tolo dan Laut Banda hanya dikhususkan untuk Zona Penangkapan lkan terbatas
dan Spawning/Nursery Ground. Untuk mengefektifkan tata kelola perikanan
berbasis Zonasi ini, maka Lembaga Pengelola Perikanan di wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (LPP WPPNRI) akan dioptimalkan untuk
mendukung penangkapan ikan terukur sesuai prinsip Ekonomi Biru. Kebijakan ini
menurut Menteri Kelautan dan Perikanan akan diefektifkan pada tahun 2022 yang
sementara berjalan ini.

Namun demikian kebijakan Penangkapan Ikan terukur ini, menuai berbagai
kritikan dan protes, antara lain dari Pengurus Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN)
Muhammad Bilahmar yang menilai program penangkapan ikan terukur tidak
sesuai dengan Undang-undang Perikanan.** Demikian halnya, Koalisi NGO untuk
perikanan dan kelautan berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan system
kontrak yang tercantum dalam kebijaken penangkapan ikan terukur. Penolakan ini
disampaikan langsung olen KORAL kepada Dirjen Perikaanan Tangkap KKP
dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022.43
Demikian halnya, kebijakan Perikanan Terukur ini diprotes oleh para Nelayan,
dimana para Nelayan -meminta Pemeiiitan meninjau-Ulang Penetapan Harga
Patokan ikan dan Produkifitas Kapal Ikan.# a

Melihat berbagai Protes dan kritikan terhadap Kebijakan Perikanan Terukur
ini, maka sebenarnya kebijakan ini perlu disosialisasikan dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan dalam bidangperikanan, agar diperoleh kesamaan
Visi dan Persepsi dalam memahami filosifi dan substansi dari kebijakan perikanan
terukur ini, karena pada hakekatnya apa yang diatur dalam kebijakan ini semata-

meta diarahkan untuk menjaga kelestariansumber daya perikanan Indonesia.

42 Heri Purnomo, 2022, Asosiasi Tuna Indonesia sebut Penangkapan lkan Terukur tak sesuai Undang-undang,

https://ekbis. sindonews.com, diakses pada tanggal 21.Juli 2022 Pukul 22.10 WIB.

43 Redaksi Klik Hijau, 2022, Koalisi NGO Kritik Kebijakan Penangkapan lkan terukur versi KKP, dinilai Sarat
masalah, http://klikhijau.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 23.11 WIB.

44 Fahmi, 2022, Diprotes nelayan, Pemerintah tinjau ulang Penetapan Harga Patokan lkan dan Produktifitas
Kapan lkan, https://www.beritatrans.com, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 23.20 WIB.
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Hanya saja memang, kebijakan ini harus jugadiikuti dengan kebijakan untuk
mengamankan wilayah laut Indonesia dari berbagaiupaya pencurian ikan dari
nelayan negara-negara Tetangga Indonesia, melalui intensitas patroli yang lebih
tinggi lagi dengan sanksi hukum yang efektif bagi pelaku illegal fishing dari
Negara-negara lain di wilayah perairan Indonesia,sehingga kebijakan perikanan
terukur ini tidak justru menimbulkan problematika, dimana nelayan negara asing
dengan bebas melakukan ekspoitasi sumber daya perikanan di wilayah perairan
Indonesia, sementara nelayan kita dibatasi dengan berbagai regulasi yang
walaupun itu untuk keberlanjutan usaha perikanan Indonesia. Selain Kebijakan
perikanan terukur tersebut, maka untuk mendukung implementasi Ekonomi Biru,
Kementerian KKP pada tahun 2022 ini akan mulai melaksanakan Program “Bulan
Cinta Laut” yang direncanakan pada bulan Oktober, dimana pada bulan tersebut
para nelayan tidak mengambil ikan, tetapi mengambil dan mengumpukan sampah
di laut, dimana sampah tersebut akan dibayar oleh Pemerintah sesuai harga ikan
terendah. Selanjutnya, sampah laut tersebut akan dioleh untuk mendapatkan nilai

ekonomi.

Dalam Konteks perikanan budidaya, maka Pemerintah telah mengambil berbagai
kebijakan untuk mengefektifkan ekenomi biru, antara lain melalui Revitalisasi
tambak tradisional menjadi lebih medern dan terintegrasi. Dari 247 ribu hektar
lahan tambak tradisional yang ada saat ini, terdapat 14 ribu hektar akan
direvitalisasi sehingga lebih produktif dan ramah lingkungan. Sementara itu,
komoditas perikanan budidaya yangakan diggnjot produktifitasnya adalah udang,
lobster, kepiting dan rumput iaut, dimana kesemuanya-itu merupakan komoditas
unggulan eksport perikanan budidaya Indonesia. Dalam konteks revitalisasi
tambak-tambak tradisional, maka tentu harus diikuti dengan pemanfaatan
teknologi bididaya yang didukung oleh Pemerintah dan swasta agar produksi
perikanan budidaya dapat optimal. Revitalisasi ini juga harus melibatkan peran
penyuluh guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia petambak,
terutama terkait dengan bagaimana cara budidaya dengan baik, sampai
implementasi dan control terkait benur atau benih yang berkualitas tinggi yang
dapat menopang peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat
pembudidaya. Memang diakui bahwa program revitalisasi tambak budidaya ini
memerlukan anggaran yang cukup besar, sementara Pemerintah sangat terbatas
dalam mengcover semua tambak di wilayah Indonesia, karena itu dibutuhkan

sinergitas dari semua pihak baik Pemerintah, Swasta melalui penanaman modal,
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perbankan dalam memberikan kredit lunak kepada masyarakat petambak itu
sendiri. Disisi lain, budidaya perikanan yang direvitalisasi itu juga harus
berorientasi eksport, dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan
dengan beberapa negara antara lain Indonesia-European Trade Association
(EFTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) yang
beranggotakan negara negara seperti Norwegia, Swiss, Islandia dan Indonesia-
Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), dimana
perjalanjian dagang tersebut membuka peluang akses pasar produk perikanan
Indonesia FAO memproyeksikan ekspor ikan konsumsi dunia tahun 2030 akan
mencapai 44 juta ton dan sekitar 47 % eksport ikan konsumsi dunia akan berasal
dari negara-negara Asia®®, termasuk Indonesia tentunya. Disisi lain, untuk
mendorong implementasi ekonomi Blru dalam perikanan Budidaya, maka
kebijakan yang dilakukan juga oleh KKP adalah melalui pengembangan kampung-
kampung budidaya berbasis kearifan lokal dengan komoditas unggulan di
pedalaman atau air tawar, di pesisir atau air payau dan di laut. Saat ini sekitar 70%
dari semua pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan budidaya tergolong
berskala kecil yang masih terbatas dalamluasan area, akses terhadap modal dan
penerapan teknologi budidaya perikanan yang masih sangat terbatas. Kampung
budidaya ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
47 tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya. Kampung budidaya adalah
suatu Kawasan berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan
mensinergikan berbagai-potensi—untuk’! mendorong - berkembangnya usaha
pembudidayaan ikan yang bérdaya saing dan .be.r'kelanjutan, menjaga kelestarian
sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat, sehingga mampu menjamin
produksi yang berkelanjutan dan terjadwal. Kampung budidaya adalah suatu
Kawasan berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan
mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha
pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian
sumber daya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat, sehingga mampu menjamin

produksi yang berkelanjutan dan terjadwal.

4 Dtjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, 2022, Produk Perikanan Indonesia Makin
mendunia, KKP ajak Pelaku Usaha Maksimalkan Peluang, https://kkp.go.id, diakses pada tanggal 21 Juli 2022
pukul 23.15 WIB
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Melalui kampung budidaya ini, diharapkan akan mendorong warga masyarakat
untuk mengoptimalkan produksi budidaya perikanan secara berkelanjutan.
Kampung budidaya ini nantinya akan bercirikan kearifan lokal, seperti Budidaya
Pedalaman melalui Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Mas, Kampung
Patin, Kampung Gurame dan lain-lain. Sama halnya dengan budidaya pesisir
dilakukan melalui pengembangan Kampung Bandeng dan Kampung Nila Salin
ataupun di wilayah Budidaya laut melalui Kampung Karapu, Kampung Kakap,
Kampung Bawal Bintang dan sebagainya. Namun demikian, untuk efektifitan
pelaksanaan Kampung Budidayaini KKP harus tetap memberi pendampingan
disertai dengan tenaga penyuluh yang dapat memberi guidance dan tehnis-
tehnis budidaya perikanan yang produktif dan berorientasi pada kelestarian dan
keseimbangan lingkungan sebagaimana prinsip ekonomi biru itu sendiri.
Kebijakan Penataan Ruang Laut dalam mendukung Ekonomi Biru, dimana Tata
Ruang Laut merupakan Instrumen dasar bagi perijinan seluruh aktifitas
pembangunan yang dilaksanakan @i ruang laut. Perencanaan ruang laut yang
terintegrasi dan terpadu akan menghindari potensi kerusakan ekosistem dan
aktifitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut. Penataan ruang laut ini
telah diatur dalam Peraturan Menter Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun
2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 tahun 2021 sebagai turunan-Undang-undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Hanya seja tentu dalam.rangka membangun ruang laut yang
tetap lestari sebagaimana éubstansi dari Ekonomi Biru-tiu sendiri, maka berbagai
ketentuan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, tanpa kompromi ataupun
konlik kepentingan tertentu.

Berbagai kebijakan KKP tersebut pada hakekatnya merupakan terobosan
untuk mendorong implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. Namun demikian,
bebarapa hal yang juga tidak kalah pentingnya yang perlu menjadi pertimbangan
kebijakan dalam mendorong Ekonomi Biru di Indonesia antara lain :

1). Perlu adanya Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Implementasi
Ekonomi Blru di sub sektor perikanan dan Kelautan yang mengatur semua
aspekyang dapat mendukung implementasi ekonomi biru secara holistik dan

komprehensif, tidak sporadis seperti yang terjadi sekarang ini. Dalam hal ini,



2)

3)

4).

5).
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Peraturan Pemerintah yang direkomendasikan harus harus fokus dan
terarah pada semua aktifitas perikanan di Indonesia yang wajib untuk
memberi dukungan bagi Implementasi Ekonomi Biru, baik Perikanan
Tangkap, PerikananBudidaya, melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi
biru. Karena itu, KKP sebagai Leading sektor perlu merampungkan semua
aturan/regulasi yang dapat mendorong percepatan dan optimalisasi ekonomi
biru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sosialisasi yang lebih massif lagi di wilayah perairan dan pesisir tentang apa
danbagaimana ekonomi biru itu, manfaat bagi nelayan, serta kelangsungan
sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga akan terbangun pemahaman
yang sama dari semua pelaku usaha perikanan dan kelautan dalam
memahami dan mengimplementasikan ekonomi Biru.

Perlu adanya Road Map (Peta Jalan) menuju Perikanan dan Kelautan
Indonesia Berbasis Ekonomi Biru 2045 yang nantinya akan menjadi
penuntun bagi semua pelaku perikanan dan kelautan dalam melakukan
usaha perikanan, dimana mereka akan memperoleh pertunjuk arah apa yang
akan dilakukan di tahun pertama, tahun kedua sampai tahun 2045 sebagai
Tahun Indonesia Emas.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian KKP perlu membangun
kerjasama dengan Negara-negara yang menjadi best practice dalam
implementasi EkonomiBirg, selitnggesakan tercipta transfer Knowladge dan
Skill dalam| mendérany ~optimalisasi 'ékdnierni "Biru dalam Tata Kelola
Perikanan di Indonesia.

Perlu dibentuk Satgas percepatan Implementasi Ekonomi Biru yang
melibatkan Stakeholder terkait yang dapat bersinergi untuk mendorong
implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. Dalam konteks ini, maka Satgas
Percepatan ekonomiBiru direkomendasikan diketui oleh Menko Kemaritiman
dan Investasi dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk TNI
Angkatan Laut, Bakamla dan Komunitas Perikanan. Satgas ini dapat juga
dibentuk di Daerah, sehingga akantercipta sinergitas Pusat dan Daerah
dalam rangka percepatan implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola

Perikanan dan Kelautan.
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6). Kebijakan Zero Weaste di wilayah Laut Indonesia, dimana selain melalui
Program “Bulan Cinta Laut”’, Pemerintah Pusat dan Daerah juga harus
mampu memberikan sanksi hukum bagi Perusahaan maupun perorangan
yang mencemari laut dengan sampah. Disamping itu, perlu pula dipikirkan
untuk membangun Infrastruktur pengolahan sampah pesisir, dimana
masyarakat/Nelayan pada Bulan Cinta Laut dapat memungut sampabh di luat
secara berkelanjutan, dimana sampah-sampah yang terkumpul jelas

pemanfaatannya



BAB IV
PENUTUP

16. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab Il diatas, maka beberapa kesimpulan
yang dapat ditarik dari pemabahasan dalam Taskap ini yaitu :

1. Implementasi Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan di Indonesia, baik
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya belum optimal, dimana hasil
produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya masih
relatif kecil dibandingkan dengan potensi perikanan lestari. Belum optimal
implementasi Ekonomi Blru antara lain karena Tata Kelola Perikanan masih
menemui berbagai permasalahan dan hambatan seperti dari aspek regulasi,
belum adanya road map, ditambah dengan permasalahan seperti illegal Fishing,
Over Fishing, Pencemaran Laut, Pengeboman lkan, kurangnya pengawasan,
keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, keterbatasan sarana dan prasarana,
dimana semua ini menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan produksi
perikanan di Indonesia.

2. Produksi perikanan Indonesia selama 8 tahun (2012- 2020) implementasi
ekonomi Biru baru mencapai 21.833.000 Ton pada tahun 2020. Melihat trend
produksi perikanan sejak tahun 2012, dimana produksi perikanan baru mencapai
15.505.000 Ton, maka selama 8 tahun implementasi Ekonomi Biru baru mampu
meningkatkan produksi sebesar 6.328.000 Ton. Jika-melihat potensi perikanan
lestari Indonesia _menurut' KKP sebesar 6'7 ju'ta fen, maka tentu produksi
perikanan yang dihasilkan selama Implementasi Ekonomi Biru belum optimal dan
masih jauh dari potensi lestari. Sementara itu, kontribusi sektor perikanan bagi
perekonomian Nasional baru mencapai 2,8 % dan Nilai Tukar Nelayan baru
mencapai 106,79 pada tahun 2021. Walaupun NTN telah melebihi 100 yang
berarti pendapatan Nelayan lebih tinggi dari pengeluaran, tetapi dalam realitas
para Nelayan Indonesia sebagian besar masih hidup dalam kondisi kemiskinan
dan bahkan kemiskinan para nelayan memberikan kontribusi sebesar 25 % dari
total kemiskinan Indonesia. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Kondisi
Indonesia sebagai Negara Maritim terbesar di dunia dengan kekayaan laut dan
perikanan yang melimpabh.
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3. Kebijakan dalam perikanan tangkap melalui perikanan terukur yang diambil
Pemerintah saat ini, dimana wilayah perikanan Indonesia di bagi dalam 6 Zona
dari Sabang sampai Merauke dan setiap Zona sudah ditentukan Wilayah
penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi
acuan dari semua pelaku perikanan tangkap untuk melakukan aktifitas
penangkapan ikan, tetapi dengan kuota yang dibatasi yang dimaksudkan untuk
mereduksi terjadinya over fishing dalam tata kelola perikanan tangkap. Hal Ini juga
sesuai dengan konsep ekonomi biru yaitu perikanan yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan. Untuk mendukung implementasi perikanan tangkap ini, maka
teknologi pengawasan dan pengendalian diterapkan melalui Satelit yang dapat
memantau semua aktifitas perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia, baik
yang melakukan pencurian ikan, penangkapan ikan tanpa ijin, serta aktifitas
perikanan lain. Disamping itu, KKP juga telah menetapkan Bulan Cinta Laut, yaitu
suatu upaya untuk menjaga habitat perikanan di laut serta untuk menjadikan laut
Indonesia bebas sampah, dimana selama satu bulan yang direncanakan akan
dimulai Bulan Oktober tahun 2022 para. nelayan tidak menangkap ikan tetapi
mencari sampah di laut, dimana hasilnya akan dihitung berdasarkan perhitungan
nilai terendah harga ikan untuk kemucian dibayar oleh Pemerintah melalui KKP.
Hasil sampah yang dikumpulkan olehfpara nelayan ini juga akan diarahkan untuk
menjadi bahan baku dalam memberikan nilai ekonomi sesuai peruntukannya.
Namun regulasi ini sampai saat ini_belum terimplementasi dalam tata kelola
perikanan di Indonesia; sehingaa beluimn mem.beri efekpaositif bagi kehidupan para
nelayan Indonesia- Semélltara itu, kebijakah yang chambil _dalam Tata Kelola
perikanan Budidaya untuk mempercepat Implementasi Ekonomi Blru di Indonesia,
antara lain dengan melakukan rehabilitasi Tambak dengan memberikan sentuhan
teknologi yang dapat membantu para petambak dalam proses budidaya ikan baik
di laut maupun di wilayah perairan darat. Namun demikian pengembangan
Budidaya ikan ini akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan eksport, sehingga
proses budidayanya tetap memiliki standart kualitas untuk esport. Untuk
mendukung kebijakan ini, KKP juga sementara mempersiapkan Kampung
Budidaya ikan yang berbasis kearifan lokal, seperti Kampung Lele, Kampung
Udang, Kampung Nila dan sebagainya, dimana melalui pengembangan kampung
budidaya ini diharapkan akan makin mendorong produktifitas perikanan budidaya.

Namun demikian kebijakan inipun masih belum sepenuhnya dapat berjalan efektif.
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17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan dalam rangka optimalisasi
implementasi ekonomi biru dalam tata kelola perikanan di Indonesia, antara lain :

1. Kementerian KKP sebagai Institusi yang secara tehnis berkaitan dengan
Program dan kegiatan perikanan dengan bersinergi bersama Institusi Perikanan
di Daerah perlu secara massif melakukan sosialisasi berbagai kebijakan baru
yang sementara dipersiapkan regulasinya oleh KKP baik dalam perikanan
tangkap maupun perikanan budidaya yang mendukung implementasi ekonomi
biru, di wilayah-wilayah yang berbasis perikanan, termasuk di semua Zona
perikanan dan Kampung budidaya, agar pada saat diterapkan akan memperoleh
dukungan dari semua pelaku perikanan di Indonesia.

2. Pemerintah dalam hal ini KKP perlu menyusun Peraturan Pemerintah yang
berkaitan dengan Implementasi Ekonomi Biru di sub sektor perikanan dan
Kelautan yang mengatur semua aspek yang dapat mendukung implementasi
ekonomi biru secara holistik dan komprehensif, tidak sporadis seperti yang terjadi
sekarang ini. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah yang direkomendasikan harus
fokus dan terarah pada semua akitifites perikanan di Indonesia yang wajib untuk
memberi dukungan bagi |mplementasi Ekonomi Biru, baik Perikanan Tangkap,
Perikanan Budidaya, maupun  aktifitas perikanan lainnya dengan tetap
mengedepankan prinsip-prinsip dasar Ekonomi Biru. Karena itu, KKP sebagai
Leading sector yang berkaitan dengan tata kelola perikanan dan kelautan perlu
merampungkan semua aturai{re@uiasiyang dapat mendorong percepatan dan
optimalisasteonomt biruigalem rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indonesia.

3. Untuk memberi arah yang jelas bagi implementasi ekonomi Biru di Indonesia,
maka direkomendasikan agar KKP dan Bappenas perlu menyusun Road Map
(Peta Jalan) menuju Perikanan dan Kelautan Indonesia Berbasis Ekonomi Biru
2045 sebagai tahun emas Indonesia, yang intinya harus memuat Visi Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia yang ditopang oleh Laut Sehat (Ocean Health)
yang mampu menyeimbangkan antara tuntutan Ekonomi dan kelestarian
lingkungan sebagaimana Substansi dari implementasi Ekonomi Blru. Melalui Visi
tersebut yang nantinya akan menjadi penuntun bagi semua pelaku perikanan
dan kelautan dalam melakukan usaha perikanan, dimana mereka akan
memperoleh pertunjuk arah apa yang akan dilakukan di tahun pertama, tahun
kedua sampai tahun 2045 sebagai Tahun Emas Indonesia.
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4. Untuk mengoptimalkan tata kelola perikanan dan kelautan berbasis ekonomi
Biru, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian KKP perlu membangun
kerjasama dengan Negara-negara yang menjadi best practice dalam
implementasi Ekonomi Biru, sehingga akan tercipta transfer Knowladge dan Skill
dalam mendorong optimalisasi ekonomi Biru dalam Tata Kelola Perikanan baik
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Indonesia. Disamping itu,
perlu pula membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara di Lingkup
Asean dalam rangka penanganan secara sinergis berbagai bentuk illegal fishing
di perairan Asean. Kerjasama Bilateral ini sekaligus juga dalam rangka
pengembangan ekonomi dengan Negara-negara Asean dalam pengembangan
komoditas perikanan dan kelautan dalam konteks Ekonomi Asean (MEA)

5. Dalam mempercepat implementasi ekonomi Blru, khususnya dalam hal
pengawasan wilayah perairan Indonesia, maka diusulkan dua alternative
kebijakan, yaitu Pertama. perlu dibentuk Satgas percepatan Implementasi
Ekonomi Biru yang melibatkan Stakeholder terkait yang dapat bersinergi untuk
mendorong implementasi EkonemiBiru di Indonesia. Dalam konteks ini, maka
Satgas Percepatan ekonomi Biru direkomendasikan diketui oleh Menko
Kemaritiman dan Investasi dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk TNI
Angkatan Laut, Polri (Polair), Bakamla, Badan Informasi Geospasial,Bappenas
dan Komunitas Perikanan. Satgas ini dapat juga dibentuk di Daerah, sehingga
akan tercipta sinergitas Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan
implementasi Ekonomi Biru ¢ aam Fatakelola Perikanan dan Kelautan, dimana
melalui Satgas ini akan‘dibahas berkaitan denoan inplementasi, kendala yang
dihadapi, evaluasi kebijakan dandapat memberi rekomendasi bagi pengambilan
kebijakan selanjutnya. Kedua, dalam Bentuk Kerjasama Patroli terkoordinasi
antara KKP, Kamla, Angkatan Laut dan Polisi Air dalam suatu Tim Koordinasi
Pengawasan perairan laut Indonesia dalam mengantisipasi lllegal Fishing
maupun penangkapan ikan yang destruktif.

6. Kementerian KKP agar membangun sinergitas dengan Pemerintah Daerah
dalam mendorong implementasi program dan kebijakan Ekonomi Biru baik dalam
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, sehingga akan tercipta Visi dan
Persepsi yang sama, termasuk langkah tindak yang sama dalam implementasi
di Daerah. Sinergitas ini dimaksudkan dapat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi
dan percepatan implementasi Ekonomi Biru maupun dukungan program dan

anggaran baik Pusat maupun Daerah.
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Dalam Konteks ini, maka Pemerintah Pusat dalam Hal ini KKP memberikan
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria implementasi Ekonomi Biru dalam
perikanan tangkap dan budidaya, sementara Pemerintah Daerah berperan
dalam tataran implementasi, pengawasan dan evaluasi.

Penegakan hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan di laut, dimana
Kebijakan Zero Weaste di wilayah Laut Indonesia melalui Program “Bulan Cinta
Laut”, harus diikuti dengan pemberian sanksi hukum bagi Perusahaan maupun
perorangan yang mencemari laut dengan sampah. Disamping itu, perlu pula
dipikirkan untuk membangun Infrastruktur pengolahan sampah pesisir, dimana
masyarakat/Nelayan pada Bulan Cinta Laut dapat memungut sampah di luat
secara berkelanjtan, dimana sampah-sampah yang terkumpul jelas
pemanfaatannya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan
harus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung Visi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui alokasi anggaran
yang memadai dalam mendukung, kebijakan dan program bagi percepatan
implementasi Ekonomi Biru. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Visi
mewujudkan Poros Maritin Dunia hanya akan menjadi ilusi.

Dalam konteks perikanan Budidaya direkomendasikan kepada KKP, Bappenas,
BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian PU, untuk
melakukan penyesuaian RZWP3K yang menjadi acuan dalam pengembangan
wilayah pesisir dan _pulau-putay kécil uniuk dapat diintegrasikan dalam suatu
konsep Tata Ruang''Daratan dan PesisirMait"Sehingga perencanaan Tata
Ruang akan terintegrasi dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang
antara Darat dan Laut. Pengintegrasian Tata Ruang antara Darat dan Laut ini
penting, agar dalam pengembangan perikanan budidaya dapat adaptif dengan
kondisi ruang wilayah darat dan tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang yang
saling bertentangan.

Untuk mengoptimalkan tata kelola perikanan Budidaya, maka Kementerian KKP
sebagai Instansi tehnis perlu mengembangkan teknologi budidaya baik dalam
proses pembesaran, maupun teknologi tata air yang dapat mengurangi
pencemaran akibat pakan ikan. Sebagai langkah awal maka penerapan
teknologi perikanan budidaya ini dapat dimulai pada kampung-kampung
budidaya yang telah menjadi salah satu program kementarian KKP dalam

meningkatkan produksi perikanan budidaya.
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11. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian KKP perlu
mendorong dibangunnya SMK Perikanan di wilayah-wilayah yang menjadi
unggulan komoditas perikanan, tetapi belum memiliki SKP Perikanan, terutama
untuk memberikan dukungan bagi pengelolaan industri perikanan berbasis
ekonomi masyarakat. Disamping itu, diperlukan kerjasama antara komunitas
perikanan dengan Perguruan Tinggi, terutama Fakultas Perikanan untuk memberi
dukungan secara konseptual dalam hal tata kelola perikanan baik tangkap

maupun perikanan budidaya berbasis ekonomi biru.
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2

GRAFIK 1

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA
TAHUN 2016-2020

23.186.000 23.133.000
22.583.000 23.028.000

21.833.000

-

2016 2017 2018 2019 2020

M Total Produksi (Ton)

Sumber : Statistik.kkp.go.id (Data diolah)
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 3

GRAFIK 2

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA
TAHUN 2010-2015

m Total Produksi (Ton)

22.312.000
20.843.000

19.406.000

o
T joe—

'J'

13.643.000

11.662.000 .|
| DHARMM 4
S TANHANAS
.4
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022, diakses Juli 2022
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 4

GRAFIK 3

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP INDONESIA
TAHUN 2010-2015

6.678.000
6.484.000
6.105.000
5.714.000 >-829 408
5.384.000
i L 'D H ”'T""_!‘_ J - H Tangkap (Ton)
TAN} - GRVA
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022, diakses Juli 2022
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 5

GRAFIK 4

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP INDONESIA
TAHUN 2016 — 2020 (TON)

M Tangkap Laut ® Tangkap PUD

6.701.834,00 6.630.123,50

- =

6.603.630,75 6.494.141,34

6.115.469,00

TAHHANP- Mp.nm
659.286,92 705.199,20
464.722,00 467.822,25 . l 494.950,00
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : statistik.kkp.go.id (Data Diolah)
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 6

GAMBAR 1

PETA POTENSI PERIKANAN BUDIDAYA INDONESIA

Wt Corsli 4

[

L)

North Pacific

Indian Ocean

@ = Potensi Lahan Budidaya Air Tawar; (O = Potensi Lahan Budidaya Air Payau; @ = Potensi Lahan Budidaya Laut
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18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA INDONESIA

6.278.000.

2010

Lampiran 7

GRAFIK 5

TAHUN 2010 - 2015

15.634.000

14.359.000

13.301.000

7.929.000

2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022, diakses Juli 2022
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 8

GRAFIK 6

TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA INDONESIA
TAHUN 2016 — 2020

16.500.000,00

16.114.990,81

16.002.319,10
16.000.000,00

15.688.734,18

15.500.000,00 oy
15.425.624,85

M Budidaya

15.000.000,00
14.845.015,22

14.500.000,00

14.000.000,00

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : statistik.kkp.go.id (Data Diolah)
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 9

GRAFIK 7

PDB PERIKANAN TAHUN 2016-2022
(SATUAN : MILIAR/HARGA KONSTAN)

= ’
- ’.f. .\"./ 9

60000
5010 Wt
L
40,00
DHARMM4 ]

20,000 ~— llj_'#:‘“mmwﬁ:l = tﬁﬁ_wﬁﬂx{ﬁf —7

|

A v O I

3200

2021

112022

Sumber : statistik.kkp.go.id (diakses 14 Juni 2022)
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Lampiran 10

GRAFIK 8
NILAI TUKAR NELAYAN DAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA

TAHUN 2016-2022

s
T L L A

S o
R L P

TR Wiyl P LAY

LDHAHM'."'IA J
" UA NHANA EMaNGRVA |l J
i

Sumber : statistik.kkp.go.id (diakses 14 Juni 2022)
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup
REPUBLIK INDONESIA

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap . Dr. Denny Mangala, MSi

2. Pangkat, Korps / NIP : Pembina Utama Madya, 1Vd, /
196712021987101001

3. Jabatan . Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda

Provinsi Sulawesi Utara
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Tondano, 2 Desember 1967

5. Agama . Kristen Protestan.

6. Pendidikan
a. Pendidikan Umum ;1 S8 Unpad Bandung.

b. Pendidikan dan Latihan /' Kursus
1) Adum Manado Tahun 2000
2) Diklat PIM IV Manado Tahun 2003
3) Diklat PIM Il Manado Tahun 2006
4)  Diklat-PiM-H-Manato Tahui 2009
5)  Latsatmil Jakara Tahun 2003
6). Intensive English Jakarta Tahun 1999
7). Peningkatan Kompetensi Jabatan Manado Tahun 2007
8). Local Development Jepang Tahun 2007
9). Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Jakarta Tahun 2008
6) Diklat Asesor Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun 2020



7. Riwayat Jabatan

a. 2001
b. 2002
c. 2005
d. 2008
e. 2011
f. 2012
g. 2013
h. 2021

8. Keluarga

a. Nama Istri

b. Nama Anak

Kasubag Potensi dan Pengembangan Otonomi Daerah Biro
Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara
Kasubag Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi
Sulawesi Utara

Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Setda
Provinsi Sulawesi Utara

Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Provinsi Sulut

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur Provinsi Sulut

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten
Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi

Utara

- Jean E.B. Pinangkaan, S.Pd

~Hanpna Mangala

Judul - judulKarya Tulis '

a. Kesenjangan Pelayanan Publik dalam Proses Perijinan di Kabupaten

Minahasa

b. Peran RT dan RW dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

c. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan

10. Lain - lain

: Nihil.
Jakarta, Oktober 2022
Peserta,

Dr. Denny Mangala, MSi.
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 196712021987101001




